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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Aalamin. Puji dan syukur ke hadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa
memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga
penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Tahun 2025 dapat terselesaikan tepat waktu sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017. e )

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kabupaten Wajo Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Tahun 2025-2026 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025.

Tim penyusun Renja ini telah bekerja mulai dari rancangan awal sampai dengan
rancangan akhir dengan menggunakan pendekatan teknokratik, top down — bottom
up dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di lingkungan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo maupun
berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo, dengan harapan dokumen ini dapat
menjadi rujukan dalam penetapan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025.

Pada kesempatan ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
atas kerja keras dan kinerja dalam penyusunannya. Insha Allah, Tuhan Yang
Maha Esa membalasnya sebagai ibadah kepada-Nya. Terima kasih atas
pengabdiannya membangun Bumi Lamaddukelleng yang kita cintai, menuju
kemajuan dan kesejahteraan di tanah Wajo.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sengkang, 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo,

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19740411 199303 1 002
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BAB

I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, digambarkan mengenai latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Perangkat daerah menyusun rencana kerja selanjutnya disingkat Renja dengan
berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 selanjutnya disingkat Renstra Diskominfotik
Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 selanjutnya
disingkat RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025. Renja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan dokumen

perencanaan tahunan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagaimana amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan menyusun
rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah
dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.
Rencana perangkat daerah salah satunya adalah rencana kerja perangkat daerah
yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

e
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secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun guna mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Berdasarkan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sesuai Pasal 126 sampai
dengan Pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilalui
setelah adanya persiapan yang meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan
Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; b.
orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; c. penyusunan agenda kerja tim
penyusun Renja Perangkat Daerah, dan; d. persiapan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Hal ini dipertegas dalam
Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, menyebutkan
bahwa salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wajo adalah Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik. Olehnya itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo berkewajiban menyusun Renja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025. Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menyusun dan menyampaikan
rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Wajo Tahun 2025 paling lambat minggu 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati
Wajo tentang RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 ditetapkan. Penyusunan
rancangan akhir Renja dimaksud berpedoman pada Rencana Strategis Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, hasil
evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Tahun 2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Kabupaten Wajo tahun berjalan. Tujuan dari berpedoman pada

=
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Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 adalah untuk menjamin kesesuaian antara
program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju.
Begitupula dengan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 dan hasil evaluasi hasil
Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun
berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau
kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dilakukan dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran Rancangan Rencana Strategis Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026.

Rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Wajo Tahun 2025 merupakan tahapan terakhir sebelum penetapan Renja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, setelah
tersusun dengan baik dokumen dimaksud, selanjutnya akan dirumuskan Renja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025,
pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dalam rangka
penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Tahun 2025, penyajian rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dan penetapan Renja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025.

Dokumen rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis sebagai
jembatan antara perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD Kabupaten Wajo
Tahun 2025 yang merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Kesemuanya itu menjadi satu
kesatuan yang utuh. Rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 disusun secara terpadu, partisipatif dan
teknokratis.

Dalam proses penyusunannya, Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025 berkait erat dengan dokumen lainnya, dimana renja
dimaksud disusun berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Begitu pula renstra tersebut
berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun
2025-2026, sedangkan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025. Nantinya rancangan akhir Renja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 setelah

melalui berbagai proses sampai dengan penetapannya, selanjutnya akan dijadikan

)
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dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dan selanjutnya penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya mengenai keseluruhan proses penyusunan Renja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dan
keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada

bagan alir penyusunan Renja dan hubungan antar dokumen sebagai berikut:
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(perinal penyampaian rancangan
awal RKPD sebagai bahan
SKPD)
ikl PENYUSUNAN RKPD Verkasi
o pelaksanazn forum SKPD, Rancangan Rerja
o musrenbang RKPD,
o batas waktu penyampaian Sinkronisasi SKPD
g sDierts Kebiaken Nasonsl KUA&PPAS YANG
oppeca dan Provinsi DISEPAKATI KDH Penyusunan KUA dan
DANDPRD PPAS ¢4
8z
5%
Rancangan
) v Renja SKPD e
PZﬁrfu‘iﬁi:n Nereview N :f;ﬂzz:‘;“j:kma" | Penyusunan Rancangan Akhir
Renja-SKPD ”f;:‘;éﬂ:‘;‘ Rancangan Renja SKPD Renja SKPD tahunlaludan Rancangan RKPD RKPD
ur{un o + Pendahuluan, pencapaian renstra SKPD
berdasarian o evaluasi pelaksanzan Rerja SKPD O
RenstraSKPD tahun alu dan pencapaian enstra kegitan,
Penclaten s dnprogan Penyesuaian | |* (oG PerkDH RKPD
Pengolahan Rancangan (— | kegetan, P Rancangan [ menggambarien pencapian Pelaksanaan
data dan Awal RKPD + Indikator Kinera dan kelompok Renia-SKPD renstra SKPD Musrenbang Kab./Kota !
informasi ] + danaindiatifbeserta RKPD
pencapaian renstra SKPD. sumbemyaserta.prakiraan maju
indikatif
o sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan
uan Pembahasan Renja * penutup
Perumusan SKPD pada Forum
- B Tujuan dan SKPD Provinsi
raan tugas dan sasaran
fungsiSKPD.
+ Berita Acara Hasi A Pengesahan
Pembahasan Renja Kesepakatan RenjaSKPD oleh
SXPD pdaForn Musrenbang : KDH
SkPD
Kabupaten/Kota Ran;angan Penctapan Ren,
Renja-SKPD SKPD oleh Kepala
Berita Acara Hasil Rancangan Renja-SKPD SKPD
. Kesepaktan Forum Kk
erumusen prvs ‘ 1 &
L4 Fenyemy Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD i
Rancangan perihal penyampaian Rancangan ! REnldahS‘KPD
i Renja:SKPD kepada Bappeda ! L,
Renja I p: pp¢ o evaluasipelaksanaan
| Renja SKPD tahunlaludan
| pencapaian renstra SKPD
* Tujuan, sasaran dan
T Berita Acara Hasil | program kegiatan,
Kesepakatan | T b e ] . Ln?\katorkmnema dan
Musrenbang Musrenbang v cateriot ]
Penceahen kecamatan Kecamatan ol ¢
usulan kegitan o danaindkatitbeserta
ot s,
indikatif
o sumber dana yang
Berita Acara Hasil dibutuhkan untuk menjalankan
Musrenbang Kesepakatan , g nkegitan
Desa Musrenbang Desa \P-"/_\
Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renja Perangkat Daerah
|
Pedoman Renja - Pedoman Rincian
Renstra KL p—p RKA-KL
KL APBN
Bahon (diserasikon
i
Pedomo Bahan piocu | | cim rRAKORPUS &
Tritlateral Meeting)
v v
RPJP Pedoman RPIM Dijabarkon Pedomon
Nasional Nasi 1 > RKP RAPEN p—b APBN
. 4
. '
. '
8erpedoman + Diserasikan melalui
Diacu Diperhatikan | !
v (VU 23/2014) ! MUSRENBANG
.
2 '
— = L3 < £ |
Rpjp  |Pedomon RPIM  |PVoborkon|  gyp Pegoman
- RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
.
Pedomon Bahan Diacu Bahan
. L ELLELS
n ]
Renstra | Pedoman Renja- 4 Pefoman | QKA. Rincian
SKPD " SKPD SKPD APBD
Frrrrrrre®

Gambar 1.2.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
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1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan rancangan akhir Renja Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 sebagai

berikut:

1.

10.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19359, tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

e
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesioa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

e



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA B
DISKOMINFOTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 &7/

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Instruksi Persiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

e
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 115);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

)
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 283);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana

e
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50.

51.

52.

53.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016
tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor
9),

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 154);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor
109);

Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2024 Nomor 5);

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan bahan

masukan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Wajo Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah:

1.

Penjabaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten

Wajo Tahun 2025-2026 ke dalam rencana operasional tahunan;

e
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2. Pedoman dan arah bagi aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyusunan Renja Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025;

3. Sarana alat ukur penilaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang terukur,

transparan dan akuntabel; dan

4. Pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kabupaten Wajo Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I.

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar
hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

Bab ini mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023,
analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan reviu terhadap
rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional dan
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target
dan pagu anggaran.

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan indikator kinerja perangkat daerah, indikator kinerja
SPM bagi OPD pengampu SMP dan indikator TPB/SDGs.

PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan catatan penting serta rencana

tindak lanjut Renja Perangkat Daerah.

=
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BAB
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
TAHUN LALU

Pada bab evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, digambarkan mengenai
evaluasi, analisis kinerja pelayanan, reviu terhadap rancangan awal RKPD,
penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Pelaksanaan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam rangka
pengidentifikasian sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian
target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan

permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo memuat hasil evaluasi dari berbagai
jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terkait dengan
kewenangannya yang meliputi urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar berupa
bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statitsik
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun-tahun sebelumnya,
laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo dan perkiraan pelaksanaan DPA-Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai keseluruhan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 dan capaian
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

[t ]



Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Wajo

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD

eL-ll

Target Realisasi Perkiraan Realisasi
Capaian Target Target dan Realisasi Kinerja Target Capaian Target
Urusan / Bidang Kinerja Kinerja Program dan Keluaran Program Program / Kegiatan
Urusan Indikator Kinerja Renstra Hasil Kegiatan OPD Tahun 2023 / Renstra OPD s/d
Pemerintahan Tujuan, Sasaran, OPD Program Kegiatan Dengan Tahun 2025
Kode Daerah dan Program Tahun dan Renja Catatan
Program / (Outcome) dan 2026 Keluaran Tingkat OPD Tingkat
Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) (Akhir kegiatan . ingkat Tahun Realisasi ngka
Kegiatan Periode s/d Target | Realisasi | Realisasi Berjalan Capaian Capaian
%) (%)
Renstra Tahun (% 2024
OPD) 2023
(1) ) (3) () (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (gﬂ(;ﬂ o | 11=00/9) | (12)
01 Program Penunjang | Rata-Rata realisasi | 97,78% 100,00% | 100,00 93,01% 93,01% 100,00% 95,34% 97,50%
Urusan kegiatan perangkat %
Pemerintahan daerah
Daerah Kabupaten
/ Kota
01 | 2.01 Perencanaan, Persentase 100,00% 100,00% 100,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Penganggaran dan | penyusunan %
Evaluasi Kinerja | dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi tepat
waktu
01 | 2.02 Administrasi Persentase 100,00% 100,00% | 100,00 91,73% 91,73% 100,00% 97,24% 97,24%
Keuangan terlaksananya %
Perangkat Daerah kegiatan
administrasi
keuangan
perangkat daerah
01 | 2.05 Administrasi Persentase 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kepegawaian terlaksananya
Perangkat Daerah kegiatan
administrasi
kepegawaian
perangkat daerah
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(10) =

(1) ) (3) 4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) ) (5+7+9) (11)=(10/4) (12)
01 | 2.06 Administrasi Umum | Persentase 100,00% 100,00% | 100,00 92,44% 92,44% 100,00% 97,48% 97,48%
Perangkat Daerah terlaksananya %
kegiatan
administrasi umum
perangkat daerah
01 | 2.07 Pengadaan Barang | Persentase 100,00% 100,00% 100,00 96,56% 96,56% 100,00% 98,85% 98,85%
Milik Daerah | terlaksananya %
Penunjang Urusan | kegiatan pengadaan
Pemerintah Daerah | barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintah daerah
01 | 2.08 Penyediaan  Jasa | Persentase 100,00% 100,00% | 100,00 99,70% 99,70% 100,00% 99,90% 99,90%
Penunjang Urusan | terlaksananya %
Pemerintahan kegiatan
Daerah penyediaan Jjasa
penunjang urusan
pemerintahan
daerah
01 | 2.09 Pemeliharaan Persentase 100,00% 100,00% | 100,00 96,76% 96,76% 100,00% 98,92% 98,92%
Barang Milik | terlaksananya %
Daerah Penunjang | kegiatan
Urusan pemeliharaan
Pemerintahan barang milik daerah
Daerah penunjang urusan
pemerintahan
daerah
01 | 2.13 Penataan Jumlah  dokumen | 100,00% 100,00% | 100,00 | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Organisasi penataan organisasi %
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Target Realisasi Perkiraan Realisasi
Capaian Target Target dan Realisasi Kinerja Target Capaian Target
Urusan / Bidang Kinerja Kinerja Program dan Keluaran Program Program / Kegiatan
Urusan Indikator Kinerja Renstra Hasil Kegiatan OPD Tahun 2023 / Renstra OPD s/d
Pemerintahan Tujuan, Sasaran, OPD Program Kegiatan Dengan Tahun 2025
Kode Daerah dan Program Tahun dan Renja Catatan
Program / (Outcome) dan 2026 Keluaran Tingkat OPD Tinskat
Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) (Akhir kegiatan . . ingkat Tahun Realisasi ngka
Kegiatan Periode s/d Target | Realisasi | Realisasi Berjalan Capaian Capaian
%) (%)
Renstra Tahun (e 2024
OPD) 2023
- (10) = -
(1) ) 3) 4 (5) (6) (7) (8)=(7/6) %) (5+7+9) | (U= 0/4) (12)
WAJIB TIDAK
TERKAIT
PELAYANAN
DASAR
16 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
16 | 02 Program Persentase 80,00% 50,00% 60,00 99,40% 165,67% 70,00% 73,13% 91,42%
Pengelolaan penyebarluasan %
Informasi dan | informasi
Komunikasi
Publik
16 | 02 | 2.01 Pengelolaan Persentase 80,00% 50,00% 60,00 99,40% 165,67% 70,00% 73,13% 91,42%
Informasi dan | pelaksanaan %
Komunikasi Publik | pengelolaan
Pemerintah Daerah | informasi dan
Kabupaten / Kota komunikasi publik
pemerintah daerah
kabupaten/ kota
16 | 03 Program Persentase 55,00% 40,00% 45,00 99,56% 221,24% 50,00% 63,19% 114,88%
Pengelolaan optimalisasi %
Aplikasi pemanfaatan
Informatika teknologi
16 03 | 2.01 Pengelolaan nama | Persentase 100,00% 40,00% 45,00 99,93% 222,07% 50,00% 63,31% 63,31%
domain, yang telah | perangkat daerah / %
ditetapkan oleh | event / aplikasi
pemerintah  pusat | yang menggunakan
dan sub domain di | sub domain
lingkup pemerintah | pemerintah daerah
kabupaten / kota
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(10) =

(1) 2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) %) (5+7+9) (11)=(10/4) (12)
daerah kabupaten /
kota
16 | 03 | 2.02 Pengelolaan e- | Persentase 55,00% 40,00% 45,00 98,16% 218,13% 50,00% 62,72% 114,04%
Government di | pelaksanaan %
Lingkup Pemerintah | pengelolaan e-
Daerah Kabupaten | government di
/ Kota lingkup pemerintah
daerah
20 STATISTIK
20 | 02 Program Cakupan 100,00% | 100,00% | 100,0 93,51% 93,51% 100,00% 97,84% 97,84%
Penyelenggaraan ketersediaan data 0%
Statistik Sektoral | statistik sektoral
di Lingkup Daerah
Kabupaten / Kota
20 02 | 2.01 Penyelenggaraan Persentase 100,00% 100,00% 100,00 93,51% 93,51% 100,00% 97,84% 97,84%
statistik sektoral di | Organisasi %
lingkup daerah | Perangkat Daerah
kabupaten / kota (OPD) yang
menggunakan data
statistik dalam
menyusun
perencanaan
pembangunan
daerah
21 PERSANDIAN
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(10) =

(1) ) (3) 4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) ) (5+7+9) (11)=(10/4) (12)
221 | 02 Program Tingkat keamanan | 20,92% 20,46% 20,62 97,67% 473,67% 20,70% 46,28% 221,21%
Penyelenggaraan informasi %
Persandian untuk | pemerintah
Pengamanan
Informasi
2| 21| 02 |201 Penyelenggaraan Cakupan 60,00% 45,00% 50,00 96,50% 193,00% 55,00% 65,50% 109,17%
persandian untuk | pelaksanaan %
pengamanan penyelenggaraan
informasi persandian  untuk
pemerintah daerah | pengamanan
kabupaten / kota informasi
pemerintah daerah
kabupaten/ kota
2| 21| 02 | 202 Penetapan Pola | Persentase titik | 100,00% 100,00% | 100,00 | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Hubungan yang diamankan %
Komunikasi Sandi | dibanding dengan
Antar Perangkat | jumlah seluruh titik
Daerah Kabupaten | pada  pemerintah
/ Kota daerah
berdasarkan  Pola
Hubungan
Komunikasi Sandi
(PHKS) yang
ditetapkan

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024
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2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo. Dalam
pelaksanaan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 20
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

2.2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati dalam

menentukan kebijakan menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang

hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta
statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat,
komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;

b. pelaksanaan kebijakanurusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat,
komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;

c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang
hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta
statistik;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

a. merumuskan program kerja kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat,
Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dalam lingkup
organisasi;

b. mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis program dan kegiatan
Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik,
Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional baik dalam
lingkup internal maupun eksternal;

c. membina, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas di

Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik,

[o-te |



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA B
DISKOMINFOTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 &7/

Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional sesuai
dengan tugas, fungsi dan kewenangan agar berjalan optimal;

merumuskan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik,
Informatika dan Persandian serta Statistik;

menyelenggarakan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi
Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;

menyiapkan bahan dan atau menetapkan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan
Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan
penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi
Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;

mengevaluasi program kegiatan kesekretariatan, Bidang Hubungan
Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik
dan pejabat fungsional dalam lingkup organisasi berdasarkan hasil kinerja dan
sebagai bahan koreksi untuk peningkatan kinerja kedepan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan

maupun tertulis

2.2.1.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan

teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian,

hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a.
b.
C.

d.

€.

pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
pengkoordinasian penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
pengkoordinasian pengelolaaan administrasi keuangan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

a.

b.

merencanakan operasional penyusunan program keseketariatan;
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan

kewenangannya agar pekerjaan berjalan lancar dan optimal;
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c. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan
tugas berdasarkan standar operasional prosedur;

d. membimbing bawahan dalam menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria
pelaksanaan kegiatan kesekertariatan;

e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan kesekertaritan,;

f. mengkordinasikan dan melaksanakan program kegiatan pada lingkup
kesekertariatan;

g. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan supervisi kebijakan teknis bidang
Kesekertariatan pada instansi terkait dalam rangka sinkronisasi, dan integrasi
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesekertariatan;

i. melakukanevaluasi dan analisis kegiatan sekretariat.

j- melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

tertulis maupun lisan.

2.2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

bagianmempunyai  tugas membantu = Sekretaris melakukan  urusan

ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang,
urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan
Kepegawaian.

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam
lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Umum

dan Kepegawaian;

b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan

dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan
standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan
etika sebagai pelayanan masyarakat;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam
lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan
program dinas;

mengkoordinasikan pengaturan administrasi surat-surat masuk dan keluar;
mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
melaksanakan urusan rumah tangga dinas;

menyelenggarakan rapat-rapat dinas dan keprotokoleran serta hubungan
masyarakat;

mengendalikan pelayanan pengarsipan kepegawaian;

mengklasifikasi dan meneliti surat menurut jenisnya;

mendistribusikan surat sesuai bidang/unit kerja yang menangani;
melaksanakan penataan dan pengohan data kearsipan kepegawaian secara
daring/elektronik;

melaksanakan administrasi perencanaan pengadaan, pendistribusian dan
penghapusan barang;

menyelenggarakan penginventarisasian barang;

melaksanakan pengadministrasian perjalanan dinas pegawai,

melaksanakan penyusunan formasi jabatan dan bezetting serta data pegawai;
menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan
bidang kepegawaian lingkup internal dan eksternal;

menyelenggarakan urusan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan
disiplin pegawai, absensi, dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada
pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada
pegawai yang indisipliner;

melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin
belajar, karpeg, kartu askes, dan pembinaan karier pegawai;

melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kabupaten/kota dalam
rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan;
mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian;

melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya
dalam rangka penyusunan,pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
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aa.

bb.

CC.

dd.

c€e.

ff.

ge-

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
rangka perbaikan di masa yang akan datang;

melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya
dalam rangka penyusunan,pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Kesekretariatan dengan unit kerja terkait bedasarkan Peraturan Perundang-
undangan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
rangka perbaikan di masa yang akan datang;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
melaksanakantugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

2.2.1.2.2. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian

mempunyai tugas membantu Sekretaris mengumpulkan, mengklasifikasidan

merumuskan kebijakan teknis penyusunan program, penyajian data penyusunan

laporan kinerja dan pelaporan realisasi program kegiatan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Perencanaan dan

Pelaporan mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan
Pelaporan.

pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam

lingkup Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

a.

merencanakan kegiatan penysunan program kegiatan Sub bagian Perencanaan

dan Pelaporan;

. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan

dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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mengarahkan dan memberi petunjuk dalam  pelaksanaan tugas
berdasarkanstandar operasional prosedur dengan mengedepankan norma,
kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam
lingkup subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program
dinas;

melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja SKPD);

melaksanakan pengolahan sistem informasi rencana umum pengadaan;

. melaksanakan pengolahan sistem informasi monitoring dan evaluasi;

melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja anggaran dan rencana kerja
anggaran perubahan;

melaksanakan penyusunan bahan dokumen pelaksanaan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran perubahan ;

melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
SKPD;

melaksanakan dan merumuskan bahan pelaporan keterangan

pertanggungjawaban,;

. melaksanakan dan merumuskan penyusun laporan penyelenggaraan

pemerintah daerah;

melaksanakan dan merumuskan bahan laporan triwulan dan tahunan;

. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya

dalam rangka penyusunan,pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
rangka perbaikan di masa yang akan datang;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

tertulis maupun lisan.

2.2.1.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyaitugas

membantu Sekretaris menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan,
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melaksanakan, membagi tugas, mengelola dan mengontrol urusan administrasi

keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Keuangan

mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan

pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan
pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam

lingkup Sub bagian Keuangan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

a

. merencanakan kegiatan penysunan program kegiatan Sub bagian Keuangan,;

b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan

dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;

mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan
standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika
sebagai pelayanan masyarakat;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sabagai bahan penilaian
pengembangan karier;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;

meneliti dan menelaah kelengkapan surat permintaan pembayaran UP, GU, TU,
LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;

melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran,;

melaksanakan persiapan Surat Perintah Membayar sesuai dengan SPP yang
diajukan;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggungjawaban
keuangan;

menyelenggarakan pelaporan keuangan SKPD;

melaksanakan penatausahaan dan akuntansi SKPD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,;

melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya

dalam rangka penyusunan,pelaksanaan dan evaluasi kebijakan

. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang

kesekretariatan dengan unit kerja terkait bedasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku
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o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
rangka perbaikan di masa yang akan datang

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik

tertulis maupun lisan.

2.2.1.3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan opini, aspirasi
dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik,
humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

Publik mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan
Komunikasi Publik;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan
Komunikasi Publik;

c. pembinaan,pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang
Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural
dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

a. merencanakan operasional di bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
Publik berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;

b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Masyarakat
dan komunikasi publik berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

c. membagi tugas bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar

pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
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d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;

e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan
tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;

f. menyelenggarakan kebijakan layanan penyelenggaraan pengelolaan opini,
aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta
pelayanan informasi publik di kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral
dan Humas, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah
daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;

j- melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala
Dinas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2.2.1.4. Bidang Informatika dan Persandian

Bidang Informatika dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi
pengembangan layanan dan tata kelola e-Government, pengembangan aplikasi dan
pengelolaan data center, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta jaringan
teknologi informasi komunikasi terintegrasi pemerintah daerah, pengendalian
penyelenggaraan jasa menara tekomunikasi dalam wilayah daerah, Layanan tata
kelola, operasional, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan
keamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informatika dan Persandian

mempunyai fungsi:
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penyusunan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang
Informatika dan Persandian;

pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural

dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

a.

merencanakan operasional di bidang informatika dan persandian berdasarkan

rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;

. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informatika dan

persandian berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

membagi tugas bidang bidang informatika dan persandian berdasarkan
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas
berjalan dan berhasil optimal,

memberi petunjukkepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;

menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan
tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
menyelenggarakan kebijakan bidang pengembangan aplikasi dan e-government,
infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan data center, serta tata kelola
persandian dan keamanan informasi;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan aplikasi dan e-government, infrastruktur, jaringan TIK dan
pengelolaan data center, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala
Dinas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2.2.1.5. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian,
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pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan Survey dan

Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi

Layanan Statistik Sektoral, serta Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

penyusunan program dan kegiatan Bidang Statistik;
pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Statistik;
pembinaan,pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Statistik;
pelaksanaan evaluasi, monitoring program dan kegiatan pejabat struktural non

struktural dalam lingkup Bidang Statistik;

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

a.

merencanakan operasional di bidang Survey dan Kompilasi Produk
Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik
Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral berdasarkan rencana

strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;

. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di Survey dan Kompilasi Produk

Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik
Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoralberdasarkan
pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,;
membagi tugas bidang bidang informatika dan persandian berdasarkan
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas
berjalan dan berhasil optimal,

memberi petunjukkepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;

menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan
tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien,;
menyelenggarakan kebijakan bidang Survey dan Kompilasi Produk
Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik
Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan
Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik
Sektoral;

mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
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j- melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala
Dinas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.

Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
u SUB BAGIAN PERENCANAAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN
BIDANG
BIDANG HUMAS DAN INFORMATIKA DAN BIDANG STATISTIK
KOMUNIKASI PUBLIK PERSANDIAN SEKTORAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo
Sumber: Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

2.2.2. Kinerja Pelayanan OPD
Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui reviuw capaian kinerja melalui

komparasi antara target dan realisasi masing-masing indikator yang telah
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ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi yang berasal dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan data realisasi fisik
dan keuangan pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan proyeksi kinerja pada 9 (sembilan) indikator kinerja pembangunan
daerah dapat tersajikan sebagai berikut.

Gambar 2.1.
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

di Tingkat Kecamatan
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Sumber : Bidang Humas dan Komunikasi Publik, 2024
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Gambar 2.2.

Cakupan Layanan Telekomunikasi
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Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

Gambar 2.3.
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
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Gambar 2.4.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet
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Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024
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Gambar 2.5.
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi
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Bidang Informatika dan Persandian, 2024
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Gambar 2.6.

Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi
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Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024

Gambar 2.7.

Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka”
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Gambar 2.2.8.
Tersedianya Buku “PDRB”

120,00
100,00 C= =0 o =0 V = =0
80,00 \
\
60,00 \
\
40,00 \
\
20,00
\
0,00 y— — —o
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
—e&— Target Renstra =0 Proyeksi Mengikuti Trend
=@ Proyeksi Sesuai Arah Renstra - @ Realisasi

Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024

Gambar 2.2.9.
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi

dalam Komunikasi Perangkat Daerah
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Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dan struktur Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik, kondisi umum capaian kinerja layanan yang dapat
dicapai selama 2 (dua) tahun terakhir dijelaskan pada tabel berikut ini:
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

SPM Realisasi
Indikator / IKK Target Renstra OPD Capaian Tahun Proyeksi

No

Tugas dan dar
Fungsi OPD Nasi
onal

IKU | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025

Kinerja Sesuai | Stan Ke Catatan
Analisis

(1) ) B | @ (5) (6) (7) (8 (9) (10) (11) (12)

1 | Cakupan - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pengembangan
dan
pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat di
Tingkat
Kecamatan

2 | Cakupan - - 0.75 0,80 0,80 0,81 0,79 0,79 0,80 0,80
layanan
Telekomunikasi

3 | Persentase - - 93.57% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penduduk yang
menggunakan
HP/telepon

4 | Proporsi rumah - - 0.457 0,484 0,581 0,681 0,481 0,481 0,484 0,581
tangga dengan
akses internet

5 | Proporsi rumah - - 0,595 0,738 0,650 0,700 0,595 0,595 0,738 0,650
tangga yang
memiliki
komputer
pribadi

6 | Tersedianya - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
sistem data dan
statistik  yang
terintegrasi

7 | Buku - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
"Kabupaten
Dalam Angka"

8 Buku "PDRB" - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

9 | Persentase - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perangkat
daerah yang
telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi
perangkat
daerah

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

2.2.3. Pengolahan Data Informasi

Pengolahan data dan informasi guna pengusulan program dan kegiatan
memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan berasal dari setiap bidang yang mempunyai kewenangan
terkait komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Data dan informasi
dimaksud akan menjelaskan setiap capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang

menjadi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
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dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang

disajikan sebagai berikut.

1. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1.1. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada bidang komunikasi dan informatika, menjadi kewenangan yang dimiliki oleh

Bidang Humas dan Komunikasi Publik, dan Bidang Informatika dan Persandian

di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, yang terdiri atas

5 (lima) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

1.1.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat.

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat

kecamatan di Kabupaten Wajo sejak tahun 2019 - 2023, mengalami peningkatan

dari sebelumnya sebanyak 14 (empat belas) KIM yang telah dilakukan

pengembangan kompetensinya menjadi sebanyak 50 (lima puluh) KIM di tahun

2023 melalui sosialisasi yang diharapkan setiap pemerintah desa/kelurahan

menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan KIM di

wilayahnya masing-masing. Pengembangan kompetensi KIM dilakukan pada KIM

desa/kelurahan dengan maksud meningkatkan kolaborasi kemitraan pemerintah

dan sebagai bagian dari sistem informasi nasional dalam penyerapan dan

penyaluran aspirasi dan diseminasi informasi secara luas. Mitra dialog dengan

pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Sarana peningkatan literasi

anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa.

Untuk lebih jelasnya mengenai Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM) tingkat kecamatan di Kabupaten Wajo tahun 2019 -
2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.1.
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Jumlah Kelompok Informasi 14 25 S0 50 50
Masyarakat (KIM)
2 | Jumlah Kecamatan yang ada dalam 14 14 14 14 14
Kabupaten/Kota
Cakupan Layanan Telekomunikasi 100,00 | 178,57 | 357,14 | 357,14 | 357,14

Sumber : Bidang Humas dan Komunikasi Publik, 2024

1.1.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Layanan telekomunikasi di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dinilai belum
optimal, mengingat masih terdapat sejumlah area yang mengalami blankspot yang
disebabkan belum tercoverage jaringan teknologi informasi dan komunikasi

berupa jaringan internet, dimana terdapat keluasan wilayahnya 1.879,05 Km?
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atau (75%) dari wilayah Kabupaten Wajo seluas 2.506,19 Km?. Ketersediaan
penyedia menara telekomunikasi yang mendirikan menara telekomunikasi
sebanyak 11 penyedia yang membangun 142 buah menara telekomunikasi. Selain
adanya wilayah blankspot, terdapat juga beberapa wilayah yang signal
telekomunikasi masih 3G maupun 2G.

Untuk lebih jelasnya mengenai cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten

Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.2.
Cakupan Layanan Telekomunikasi

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Luas Wilayah yang | 1.879,05 | 1.879,05 | 1.879,05 | 1.879,05 | 1.879,05

Tercoverage
2 | Luas Wilayah Keseluruhan | 2.506,19 | 2.506,19 | 2.506,19 | 2.506,19 | 2.506,19

(Km?)
Cakupan Layanan 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Telekomunikasi

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

1.1.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon PSTN di Kabupaten Wajo sejak
tahun 2019-2023 senantiasa meningkat khususnya yang memiliki HP, mengingat
perkembangan komunikasi dan informatika dalam berkomunikasi dan kegiatan
masyarakat lainnya menggunakan peralatan komunikasi yang salah satunya
adalah melalui HP. Hal ini berbanding terbalik dengan kepemilikan Telepon PSTN
yang mengalami penurunan disebabkan beralihnya masyarakat ke menggunakan
HP yang lebih praktis dan mobile dalam kehidupan komunikasi sehari-harinya.
Untuk lebih jelasnya mengenai persentase penduduk yang menggunakan
HP/Telepon di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

Tabel 2.2.3.3.
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Penduduk yang memiliki HP 366.180 | 367.527 | 368.874 | 371.990 | 377.110
2 | Penduduk yang  memiliki 1.521 1.521 1.521 1.550 1.500
Telepon PSTN
3 | Jumlah Penduduk yang | 367.701 | 369.048 | 370.395 | 371.495 | 378.610
memiliki HP/Telepon
4 | Jumlah Penduduk 397.814 | 398.784 | 399.769 | 399.875 | 405.137
Persentase Penduduk yang | 92,43 92,54 92,65 92,90 93,45
menggunakan HP/Telepon

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024
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1.1.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 senantiasa meningkat
setiap tahunnya. Begitu pula dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses
jaringan internet. Persentase layanan telekomunikasi yang mencapai 75% di tahun
2023 dan kepemilikan HP oleh penduduk yang tinggi sebesar 93,45% menjadi
salah satu penyebab sehingga proporsi rumah tangga dengan akses internet
semakin meningkat.

Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi rumah tangga dengan akses internet di

Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.4.
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 [Jumlah rumah 49.149 50.675 51.775 52.775 53.660 53.788
tangga yang
memiliki akses
internet
2 | Jumlah rumah 103.712 | 104.846 | 105.946 | 106.946 | 107.940 | 108.005
tangga
Proporsi Rumah 0,47 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50
Tangga dengan
Akses Internet

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

1.1.5. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Kepemilikan komputer pribadi oleh rumah tangga dalam aktivitas sehari-hari,
khususnya yang berdomisili pada pusat-pusat ibukota kecamatan dan wilayah
yang memiliki sekolah baik menengah pertama dan menengah atas menjadi dasar
untuk mengetahui ketersediaan komputer pribadi. Para siswa dan mahasiswa
serta penduduk bekerja memiliki kebutuhan terhadap komputer pribadi dalam
menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan mudah. Olehnya itu, terdapat

penambahan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, yang lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.5.
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Jumlah rumah | 52.512 | 54.347| 55.456 | 55.456 | 56.700 | 56.800
tangga yang
memiliki komputer
pribadi
2 | Jumlah rumah 103.712 | 104.846 | 105.946 | 106.946 | 107.940 | 108.005
tangga
Proporsi Rumah Tangga 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53
yang memiliki Komputer
Pribadi

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024
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1.2. Bidang Statistik

Pada bidang statistik, menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Statistik
Sektoral di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, yang
terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
meliputi:

1.2.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sistem data dan statistik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo

dapat diakses melalui portal https://satudata.wajokab.go.id yang memuat

berbagai data dan informasi statistik sektoral. Selain itu, terdapat juga data dan
informasi yang terkait statistik sektoral termuat dalam SIPD pada menu e-
walidata, kesemuanya telah terintegrasi.
Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan sistem data dan statistik di
Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.6.

Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

No Uraian 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

1 | Tersedianya sistem data dan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada
statistik yang terintegrasi

Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024

1.2.2. Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Buku “Kabupaten Wajo Dalam Angka” setiap tahunnya yang dirilis oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo, juga telah dicetak oleh Pemerintah
Kabupaten Wajo melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Wajo. Buku dimaksud memuat berbagai data dan informasi statistik sektoral
menyangkut geografi dan iklim, pemerintahan, dewan perwakilan rakyat daerah,
sumber daya manusia, keuangan pemerintah, penduduk dan ketenagakerjaan,
sosial dan kesejahteraan rakyat, kesehatan, agama dan sosial lainnya,
kemiskinan, pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, industri,
pertambangan dan energi, pariwisata, transportasi dan komunikasi, perbankan,
koperasi dan harga-harga, pengeluaran penduduk, perbankan, koperasi dan
harga-harga, sistem neraca regional, dan perbandingan antar kabupaten.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.7.
Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka”
No Uraian 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Buku "kabupaten dalam angka" Ada | Ada | Ada | Ada | Ada

Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024
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1.2.3. Tersedianya Buku “PDRB”

Buku “PDRB Kabupaten Wajo” setiap tahunnya dirilis juga oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Wajo dan dicetak ulang oleh Pemerintah Kabupaten
Wajo melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang
memuat berbagai data dan informasi berupa penjelasan umum, ruang lingkup dan
metode penghitungan, dan tinjauan ekonomi Kabupaten Wajo.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan Buku “PDRB” Kabupaten Wajo tahun
2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.8.
Tersedianya Buku “PDRB”
No Uraian 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Buku "PDRB" Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024

1.3. Bidang Persandian
Pada bidang persandian, menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Bidang
Informatika dan Persandian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo, yang terdiri atas satu indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yaitu jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan
sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah, dimana pengiriman informasi
melalui email sanapati dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) merupakan salah
satu sistem pengamanan informasi yang sangat aman sesuai amanat Peraturan
Kepala BSSN RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaringan Komunikasi Sandi yang
selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian
melalui jaringan telekomunikasi berupa email sanapati dalam menerima dan
berkirim berita/radiogram.
Untuk lebih jelasnya mengenai persentase perangkat daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah di Kabupaten
Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.2.3.9.
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi

dalam Komunikasi Perangkat Daerah

No Uraian 2019 2020 2021 2022 | 2023
1 | Jumlah perangkat daerah 53 41 41 39 39
yang telah menggunakan
sandi dalam komunikasi antar
perangkat daerah
2 | Jumlah perangkat daerah 53 41 41 39 39
Persentase Perangkat Daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
yang menggunakan Sandi dalam
Komunikasi Perangkat Daerah

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024
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Dalam

Sustainable Development Goals

evaluasi

yang dicapai

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs),

(TPB/

Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.10.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /

Publik

No Sustainable Development Goals (SDGs) Target Realisasi
. . Nasional 2023
Tujuan Target Indikator
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 | Tujuan S. | Target 5.b. | Indikator 5.b.1. | Tidak Ada 92,95
Mencapai Meningkatkan Proporsi Target
Kesetaraan penggunaan individu yang
Gender dan | teknologi yang | menguasai/me
Memberdayakan | memampukan, miliki  telepon
Perempuan khususnya genggam
teknologi
informasi dan
komunikasi
untuk
meningkatkan
pemberdayaan
perempuan
3 | Tujuan 9. | Target 9.c. | Indikator 9.c.1. | Tidak Ada 0,78
Membangun meningkatkan Proporsi Target
Infrastruktur akses terhadap | penduduk
yang Tangguh, | teknologi terlayani mobile
Meningkatkan informasi dan | broadband
Industri Inklusif | komunikasi, dan | Indikator 9.c.l. | Tidak Ada 92,95
dan mengusahakan (a). Proporsi Target
Berkelanjutan, penyediaan akses | individu yang
serta Mendorong | universal dan | menguasai/me
Inovasi terjangkau miliki  telepon
internet di | genggam
negara- negara | Indikator 9.c.1. | Tidak Ada 0,50
kurang (b). Proporsi Target
berkembang pada | individu yang
tahun 2020 menggunakan
internet
4 | Tujuan 16. | Target 16.10. | Indikator Tidak Ada | Tersedia
Menguatkan Menjamin akses | 16.10.2.(a). Target (39 Badan
Masyarakat yang | publik terhadap | Tersedianya Publik)
Inklusif dan | informasi dan | Badan Publik
Damai untuk | melindungi dalam
Pembangunan kebebasan menjalankan
Berkelanjutan, mendasar, sesuai | kewajiban
Menyediakan dengan peraturan | sebagaimana
Akses Keadilan | nasional dan | diatur  dalam
untuk semua dan | kesepakatan UU No. 14
Membangun internasional Tahun 2008
Kelembagaan tentang
yang Efektif, Keterbukaan
Akuntabel, dan Informasi
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No

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /
Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan

Target

Indikator

Target
Nasional

Realisasi
2023

(1)

@)

(3)

(4)

(5)

(6)

Inklusif di Semua
Tingkatan

Indikator
16.10.2.(b).
Persentase
penyelesaian
sengketa
informasi
publik melalui
mediasi
dan/atau
ajudikasi
litigasi

nomn

Tidak Ada
Target

0%

Indikator
16.10.2.(c).
Jumlah
kepemilikan
sertifikat
Pejabat
Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID)  untuk
mengukur
kualitas
dalam
menjalankan
tugas dan
fungsi
sebagaimana
diatur dalam
peraturan
perundang-
undangan
informasi
publik melalui
mediasi
dan/atau
ajudikasi
litigasi

PPID

nomn

Tidak Ada
Target

0%

Tujuan 17.
Menguatkan
Sarana
Pelaksanaan dan
Merevitalisasi
Kemitraan Global
untuk
Pembangunan

Berkelanjutan

Target 17.6.

Meningkatkan

Kerjasama Utara-
Selatan, Selatan-

Selatan
Kerjasama

dan

Triangular secara

regional
internasional

dan

terkait dan akses

terhadap
teknologi
inovasi,
meningkatkan
berbagi
pengetahuan
berdasar
kesepakatan
timbal
termasuk mel

sains,

dan
dan

balik,

alui

Indikator
17.6.2.(b).
Tingkat
penetrasi akses
tetap pitalebar
(fixed
broadband) di
Perkotaan dan
di Pedesaan

Tidak Ada
Target

0,78

Indikator
17.6.2.(c).
Proporsi
penduduk
terlayani mobile
broadband

Tidak Ada
Target

0,78
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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /

No Sustainable Development Goals (SDGs) Target Realisasi
Nasional 2023

Tujuan Target Indikator
(1) 2) (3) (4) (5) (6)

koordinasi yang
lebih baik antara
mekanisme yang

telah ada,

khususnya di

tingkat

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

(PBB), dan

melalui

mekanisme

fasilitasi teknologi

global

Target 17.8. | Indikator Tidak Ada 92,95
Mengoperasionali | 17.8.1. Proporsi Target
sasikan secara | individu yang

penuh bank | menggunakan

teknologi dan | internet

sains, mekanisme

pembangunan

kapasitas

teknologi dan

inovasi untuk

negara kurang
berkembang pada
tahun 2017 dan
meningkatkan
penggunaan
teknologi yang
memampukan,
khususnya
teknologi
informasi dan
komunikasi
Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, serta kajian terhadap pencapaian
kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo,
maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dimaksudkan untuk menentukan
permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan  kegiatan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun sebelumnya, serta

(o0 ]
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capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Wajo.

Berikut disajikan 6 (enam) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang dapat dilihat
pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun
2025-2026 terkait isu-isu strategis dan disesuaikan dengan urusan pemerintahan
daerah, sebagaimana rincian berikut ini.

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat

dan pelayanan publik serta keamanan informasi publik.

o gk Wb

Pembangunan smartcity.

Pembangunan satu data statistik.

Tabel 2.3.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi di setiap wilayah.
Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif.

Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.

S Faktor yang Mempengaruhi
Aspek C . / D Eksternal Permasalahan
spe. apaian Kondisi Di y:l;gka n KInternal (Diluar Pelayanan PD
Saat Ini gu ( ew;:;)angan Kewenangan
) PD)
(1) ) (3) (4) (5) (6)
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Non Dasar
10. Komunikasi dan Informatika
10.1. | Cakupan 100% Tidak Ada | Belum Adanya Belum
pengembangan optimalnya kebijakan optimalnya
dan budaya tentang penyebarluasan
pemberdayaan bermedia digital, | kelompok informasi
Kelompok aman, bermedia | informasi publik  secara
Informasi digital, etis | masyarakat cepat berbasis
Masyarakat  di bermedia digital elektronik
Tingkat dan cakap
Kecamatan bermedia digital
Belum
optimalnya
penyampaian
informasi secara
terbuka
Belum
optimalnya
pengelolaan
pengaduan
masyarakat
10.2. | Cakupan 79% Tidak Ada | Meningkatnya Adanya Belum tercipta
layanan tuntutan kebijakan pembangunan
telekomunikasi penyelenggaraan | tentang dan
pemerintahan Infrastruktur pengembangan
berbasis digitasi | SPBE transformasi
dan terintegrasi digital
10.3. | Persentase 100% Tidak Ada | Tingginya
penduduk yang tuntutan
menggunakan terhadap
HP / Telepon jaringan
infrastruktur
teknologi




RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Gl
DISKOMINFOTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 \

Sy Faktor yang Mempengaruhi
Kk . / Sk Eksternal Permasalahan
LS (T Kondisi . yangka Internal (Diluar Pelayanan PD
Saat Ini Digunakan G Kewenangan
PD) PD)
(1) ) (3) 4) (5) (6)
informasi dan
komunikasi
10.4. | Proporsi rumah 0,481 Tidak Ada | Belum
tangga dengan terintegrasinya
akses internet aplikasi dan
10.5. | Proporsi rumah 0,595 Tidak Ada | pusat data
tangga yang center
memiliki
komputer
pribadi
14 Statistik
14.1. | Tersedianya Ada Tidak Ada | Belum Adanya Belum
sistem data dan optimalnya kebijakan satu | optimalnya
statistik yang pembangunan data Indonesia | ketersediaan
terintegrasi dan data  statistik
pengembangan sektoral yang
portal data akuntabel
statistik sektoral
14.2. | Buku Ada Tidak Ada | Rendahnya Kerjasama
"Kabupaten kompetensi dengan Badan
dalam angka" aparatur Pusat Statistik
statistik
14.3. | Buku "PDRB" Ada Tidak Ada | Belum Adanya
optimalnya penilaian
peran produsen | Indeks
data Pembangunan
Statistik
15 Persandian
15.1. | Persentase 100% Tidak Ada | Tinggi risiko | Alihfungsi Belum
perangkat kerawanan pejabat optimalnya
daerah yang keamanan struktural ke | pengamanan
telah informasi fungsional informasi
menggunakan sandiman
sandi dalam Belum terbentuk | Adanya
komunikasi CSIRT kebijakan
perangkat Belum pengamanan
daerah optimalnya data dan
perlindungan informasi oleh
data pribadi BSSN

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Tabel 2.4.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tujuan 2 RPD : Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang

Akuntabel
Permasalahan
Sasaran RPD, Indikator Pelayanar.l Du.las Faktor
Komunikasi,
No Sasaran RPD dan Program .
RPD Informatika dan
Statistik Penghambat Pendorong
Kabupaten Wajo
(1) 2) (3) 4) (5)
Sasaran 4 RPD M.ewu:]udkan Pemerintahan Daerah yang Berkinerja
Tinggi dan Akuntabel
Indikator Sasaran 4 RPD :;g;g? Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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Tujuan 2 RPD : Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang

Akuntabel
Permasalahan
Sasaran RPD, Indikator Pelayanat.lkDu.las Faktor
No Sasaran RPD dan Program Komun.l ash
RPD Informaf:lk.a dan
Statistik Penghambat Pendorong
Kabupaten Wajo
(1) @) (3) (4) (5)
1 | Program Pengelolaan Informasi | 1 Belum tercipta | 1 Terbatasnya Adanya
dan Komunikasi Publik pembangunan kompetensi kebijakan
dan aparatur tentang
pengembangan berbasis TIK Infrastruktur
transformasi SPBE
digital
2 | Program Pengelolaan Aplikasi | 2 Belum 2 Luasnya Adanya
Informasi optimalnya wilayah kebijakan
penyebarluasan pelayanan tentang
informasi komunikasi kelompok
publik  secara dan informasi
cepat Dberbasis informatika masyarakat
elektronik
3 | Program Penyelenggaraan | Belum optimalnya | 1 Terbatasnya Alihfungsi
Persandian untuk Pengamanan | pengamanan kuantitas pejabat
Informasi informasi dan kualitas struktural ke
aparatur fungsional
fungsional sandiman
sandiman
4 | Program Penyelenggaraan | Belum optimalnya | 1 Belum Alihfungsi
Statistik Sektoral ketersediaan data optimalnya pejabat
statistik  sektoral kuantitas struktural ke
yang akuntabel dan kualitas fungsional
aparatur statistisi
fungsional
statistisi
2 Belum Adanya
optimalnya kebijakan
forum satu tentang satu
data data
Kabupaten
Wajo
3 Belum Adanya
optimalnya portal satu
koordinasi data
pemanfaatan Kabupaten
portal satu Wajo
data
S | Program Penunjang Urusan | Belum optimalnya | 1 Belum Adanya
Pemerintahan Daerah | akuntabilitas optimalnya pengendalian
Kabupaten/Kota kinerja dan akuntabilitas dan evaluasi
keuangan kinerja kinerja
perangkat daerah Dinas setiap tahun
Komunikasi,
Informatika
dan Statistik
2 Belum Adanya
optimalnya evaluasi
kinerja perencanaan
perencanaan dan
dan pelaporan
pelaporan

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024
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2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 dilakukan
dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dan tingkat capaiannya. Reviu dimaksud
meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja
program dan kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kebutuhan pada
Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025
telah sesuai dan selaras dengan rancangan awal RKPD. Untuk lebih jelasnya

mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini.




Tabel 2.5.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil Analisis Kebutuhan

8v-ll

Kode Catatan
Program, q q Program, q q Penting
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja Targft Pagu Indikatif Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif
. Capaian (Rp) q Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) @) (3 4 (5) (6) (7) 8 ) (10) (11) (12)
Non Urusan 2.770.123.783 | Non Urusan 2.770.123.783
Program
Penunjang q q q Program q q s
Urusan Lo LI T2 Rata-rata realisasi Penunjang Urusan PEoL Lok Rata-rata realisasi
01 Pemerintahan - i kinerja program 97,78% Pemerintahan = drim kinerja program 97,78%
No. 17 . o, ? 2.770.123.783 No. 17 . o ? 2.770.123.783
Daerah Sengkan. dan kegiatan (%) Daerah Kabupaten Sengkan. dan kegiatan (%)
Kabupaten / g g / Kota & g
Kota
Persentase Persentase
Perencanaan, penyusunan Perencanaan penyusunan
Penganggaran Diskominfotik - | dokumen Pengan ara;l dan Diskominfotik - | dokumen
01 2.01 dan Evaluasi Jalan Rusa No. | perencanaan, 100% ganggaran ¢ Jalan Rusa No. | perencanaan, 100%
P 12.375.000 Evaluasi Kinerja 12.375.000
Kinerja Perangkat | 17 Sengkang penganggaran dan 17 Sengkang penganggaran dan
. Perangkat Daerah .
Daerah evaluasi tepat evaluasi tepat
waktu (%) waktu (%)
Penyusunan Diskominfotik Jumlah dokumen Penyusunan Diskominfotik Jumlah dokumen
01 201 01 Dokumen - Jalan Rusa | perencanaan 1 Dokumen - Jalan Rusa | perencanaan 1
' Perencanaan No. 17 | perangkat daerah | Dokumen 2.200.000 Perencanaan No. 17 | perangkat daerah | Dokumen 2.200.000
Perangkat Daerah | Sengkang (dokumen) Perangkat Daerah Sengkang (dokumen)
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Koordinasi dan | Diskominfotik RKA-SKPD dap Koordinasi dan | Diskominfotik RKA-SKPD dap
laporan hasil laporan hasil
o1 201 02 Penyusunan - Jalan Rusa koordinasi 1 Penyusunan - Jalan Rusa koordinasi 1
: Dokumen RKA - | No. 17 penyusunan Dokumen 1.650.000 Dokumen RKA - | No. 17 penyusunan Dokumen 1.650.000
SKPD Sengkang dokumen RKA- SKPD Sengkang dokumen RKA-
SKPD (dokumen) SKPD (dokumen)
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Koordinasi dan perubahan ~ RKA- Koordinasi dan perubahan ~ RKA-
P Diskominfotik SKPD dan laporan P Diskominfotik SKPD dan laporan
enyusunan - Jalan Rusa | hasil koordinasi 1 enyusunan - Jalan Rusa | hasil koordinasi 1
01 2.01 03 | Dokumen Dokumen
No. 17 | penyusunan d | Dokumen 1.375.000 No. 17 | penyusunan d | Dokumen 1.375.000
Perubahan RKA - Perubahan RKA -
SKPD Sengkang okumen SKPD Sengkang okumen
perubahan  RKA- perubahan  RKA-
SKPD (dokumen) SKPD (dokumen)
Koordinasi dan | Diskominfotik Jumlah dokumen Koordinasi dan | Diskominfotik Jumlah dokumen
DPA-SKPD dan DPA-SKPD dan
01 201 04 Penyusunan - Jalan Rusa laporan hasil 1 Penyusunan - Jalan Rusa laporan hasil 1
' Dokumen DPA - | No. 17 . . Dokumen 1.375.000 Dokumen DPA - | No. 17 . . Dokumen 1.375.000
koordinasi koordinasi
SKPD Sengkang SKPD Sengkang
penyusunan penyusunan
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Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil Analisis Kebutuhan

Sl

Kode Catatan
Program, ] Program, Tyl Penting
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Pagu Indikatif
q Capaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) ) 3 “ (5 (6) (7) 8 ©) (10) (11) (12)
dokumen DPA- dokumen DPA-
SKPD (dokumen) SKPD (dokumen)
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
. . perubahan  DPA- : . perubahan  DPA-
gggrdlsr:if;n dan Diskominfotik SKPD dan laporan gggrdlsrfs;n dan Diskominfotik SKPD dan laporan
yu - Jalan Rusa | hasil koordinasi 1 yu - Jalan Rusa | hasil koordinasi 1
01 2.01 05 | Dokumen Dokumen
No. 17 | penyusunan Dokumen 1.375.000 No. 17 | penyusunan Dokumen 1.375.000
Perubahan DPA - Perubahan DPA -
SKPD Sengkang dokumen SKPD Sengkang dokumen
perubahan  DPA- perubahan  DPA-
SKPD (dokumen) SKPD (dokumen)
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Capaian Kinerja Capaian Kinerja
dan Ikhtisar dan Ikhtisar
Koordinasi  dan Realisasi Kinerja Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan Diskominfotik SKPD dan Laporan Penyusunan Diskominfotik SKPD dan Laporan
o1 201 06 Laporan Capaian | - Jalan Rusa | Hasil Koordinasi 1 Laporan Capaian | - Jalan Rusa | Hasil Koordinasi 1
! Kinerja dan | No. 17 | Penyusunan Laporan 2.200.000 Kinerja dan | No. 17 | Penyusunan Laporan 2.200.000
Ikhtisar Realisasi | Sengkang Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi | Sengkang Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
(laporan) (laporan)
Diskominfotik Jumlah Laporan Diskominfotik Jumlah Laporan
01 201 07 Evaluasi Kinerja | - Jalan Rusa | Evaluasi Kinerja 1 Evaluasi  Kinerja | - Jalan Rusa | Evaluasi Kinerja 1
: Perangkat Daerah | No. 17 | perangkat Daerah Laporan 2.200.000 Perangkat Daerah No. 17 | perangkat Daerah Laporan 2.200.000
Sengkang (laporan) Sengkang (laporan)
Persentase Persentase
terlaksananya terlaksananya
Administrasi Diskominfotik - | kegiatan Administrasi Diskominfotik - | kegiatan
01 2.02 Keuangan Jalan Rusa No. | administrasi 100% Keuangan Jalan Rusa No. | administrasi 100%
Perangkat Daerah | 17 Sengkang keuangan LA R Perangkat Daerah 17 Sengkang keuangan Skt ]
perangkat daerah perangkat daerah
(%) (%)
. .. | Diskominfotik Jumlah Orang . .. | Diskominfotik Jumlah Orang
Penyediaan Gaji ) Penyediaan Gaji .
01 2.02 01 dan  Tunjangan | . Jalan Rusa | yang Menerima 26 Orang dan Tunjangan | . Jalan Rusa | yang Menerima 26 Orang
No. 17 | Gaji dan tunjangan / Bulan 2.589.723.783 No. 17 | Gaji dan tunjangan / Bulan 2.589.723.783
ASN ASN
Sengkang ASN (orang) Sengkang ASN (orang)
Jumlah  Laporan Jumlah  Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Koordinasi — dan Diskominfotik Tahun SKPD dap Koordinasi dan | Diskominfotik Tahun SKPD dap
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Hasil
- Jalan Rusa ; . 1 Penyusunan - Jalan Rusa ; . 1
01 2.02 05 | Laporan Koordinasi Koordinasi
. No. 17 Laporan 2.200.000 Laporan Keuangan | No. 17 Laporan 2.200.000
Keuangan Akhir Senekan Penyusunan Akhir Tahun SKPD | Senekan Penyusunan
Tahun SKPD g g Laporan Keuangan g g Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD
(laporan) (laporan)
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Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil Analisis Kebutuhan

05-ll

Kode Catatan
Program, ] Program, Tyl Penting
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Pagu Indikatif
q Capaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) ) 3 “ (5 (6) (7) 8 ©) (10) (11) (12)
Jumlah  Laporan Jumlah  Laporan
Keuangan Bulanan Keuangan Bulanan
Koordinasi dan / Triwulanan / / Triwulanan /
Penyusunan Semesteran SKPD Koordinasi dan Semesteran SKPD
Laporan Diskominfotik dan Laporan Penyusunan Diskominfotik dan Laporan
01 2.02 07 Keuangan - Jalan Rusa | Koordinasi 1 Laporan Keuangan | - Jalan Rusa | Koordinasi 1
: Bulanan No. 17 | Penyusunan Laporan 2.200.000 Bulanan / | No. 17 | Penyusunan Laporan 2.200.000
Triwulan / | Sengkang Laporan Keuangan Triwulan Sengkang Laporan Keuangan
Semesteran Bulanan / Semesteran SKPD Bulanan /
SKPD Triwulanan / Triwulanan /
Semesteran SKPD Semesteran SKPD
(laporan) (laporan)
Persentase Persentase
terlaksananya terlaksananya
Administrasi Diskominfotik - | kegiatan Administrasi Diskominfotik - | kegiatan
01 2.05 Kepegawaian Jalan Rusa No. | administrasi 100% 2.200.000 Kepegawaian Jalan Rusa No. | administrasi 100% 2.200.000
Perangkat Daerah | 17 Sengkang kepegawaian ’ ’ Perangkat Daerah 17 Sengkang kepegawaian ’ ’
perangkat daerah perangkat daerah
(%) (%)
Pengadaan Diskominfotik Jumlgh p?ket Pengadaan pakaian | Diskominfotik Jumlg h pgket
pakaian dinas | - Jalan Rusa Eakalan dl.gas 7 Pak dinas beserta | - Jalan Rusa Eakalan dl.rgas 7 Pak
01 | 205 | 02 | jecerta  atribut | No. 17 | peserta  atibut | 27 Paket 1.100.000 | atribut No. 17 | peserta  atibut | 27 Paket 1.100.000
kelengkapannya Sengkang clengrapannya kelengkapannya Sengkang clengrapannya
(paket) (paket)
Jumlah orang yang Jumlah orang yang
Blmbmgan t(?kms Diskominfotik meng1kut1 ) Blmbmgan .teknls Diskominfotik menglkutl )
implementasi bimbingan teknis implementasi bimbingan teknis
01 2.05 11 eraturan - Jalan Rusa implementasi 4 Oran, eraturan - Jalan Rusa implementasi 4 Oran;
: p No. 17 p g 1.100.000 p No. 17 p g 1.100.000
perundang- peraturan perundang- peraturan
Sengkang Sengkang
undangan perundang- undangan perundang-
undangan (orang) undangan (orang)
Persentase Persentase
Administrasi Diskominfotik - | eriaksananya Administrasi Umim | Diskominfotik - | terlaksananya
01 2.06 Umum Perangkat | Jalan Rusa No. giate . 100% Jalan Rusa No. giate . 100%
administrasi umum 65.175.000 Perangkat Daerah administrasi umum 65.175.000
Daerah 17 Sengkang 17 Sengkang
perangkat daerah perangkat daerah
(%) (%)
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Diskominfotik Kompon_en Peny edlaaq . | Diskominfotik Kompoqen
komponen _ Jalan Rusa Instalasi komponen instalasi | Jalan Rusa Instalasi
01 2.06 01 | instalasi listrik / Listrik/Penerangan 2 Paket listrik / Listrik/Penerangan 2 Paket
No. 17 5.500.000 No. 17 5.500.000
penerangan Senckan Bangunan Kantor penerangan Sengkan Bangunan Kantor
bangunan kantor grang yang  Disediakan bangunan kantor gkang yang  Disediakan
(paket) (paket)
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Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil Analisis Kebutuhan

LG-lI

Hode Program, Target | Pagu Indikatif Program, Target | Pagu Indikatif :’::;:::Igl
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja g gu Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja g gu
q Capaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) @) (3 4 (5 (6) (7) 8 ©) (10) (11) (12)
. Diskominfotik | Jumiah - Paket . Diskominfotik | Jumiah — Paket
Penyediaan _ Jalan Rusa Peralatan dan Penyediaan _ Jalan Rusa Peralatan dan
01 2.06 02 | peralatan rumah No. 17 Perlengkapan 6 Paket 5.500.000 peralatan  rumah No. 17 Perlengkapan 6 Paket 5.500.000
tangga Sengkan Kantor yang tangga Sengkan Kantor yang
g g Disediakan (paket) g g Disediakan (paket)
P . Diskominfotik Jumlah Paket . Diskominfotik Jumlah Paket
enyediaan _ Jalan Rusa Barang Cetakan Penyediaan Barang | ~ Jalan Rusa Barang Cetakan
01 2.06 05 | Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Paket Cetakan dan dan Penggandaan 12 Paket
No. 17 oo™ 1.100.000 No. 17 oom . 1.100.000
dan Penggandaan Senckan yang Disediakan Penggandaan Senckan yang Disediakan
g g (paket) g g (paket)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyediaan Diskominfotik Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Diskominfotik Bahan Bacaan dan
Bahan Bacaan | Jalan Rusa Peraturan 10 Bacaan dan | - Jalan Rusa Peraturan 10
01 2.06 | 06 | dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
No. 17 Dokumen 1.100.000 No. 17 Dokumen 1.100.000
Perundang- Senckan Undangan yang Perundang- Sengkan Undangan yang
Undangan g g Disediakan Undangan g g Disediakan
(dokumen) (dokumen)
Jumlah  Laporan Jumlah  Laporan
Penyelenggaraan Diskominfotik Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diskominfotik Penyelenggaraan
01 2.06 | 09 Rapat Koordinasi | - Jalan Rusa | Rapat 20 Rapat Koordinasi | - Jalan Rusa | Rapat 20
: dan  Konsultasi | No. 17 | Koordinasi dan Laporan 51.975.000 dan Konsultasi | No. 17 | Koordinasi dan Laporan 51.975.000
SKPD Sengkang Konsultasi SKPD SKPD Sengkang Konsultasi SKPD
(laporan) (laporan)
Pengadaan Persentase Persentase
Barg - Milik terlaksananya terlaksananya
LI (SRS = kzgllacfZZan baran Zeizzadaan gz:‘:;lz LSO S = kzglla;ZZan baran
01 2.07 Penunjang Jalan Rusa No. | P79 g 100% . Jalan Rusa No. | P€T9 9 100%
milik daerah 8.250.000 Penunjang Urusan milik daerah 8.250.000
Urusan 17 Sengkang . . 17 Sengkang .
Pemerintah penurjang urusan Pemerintah Daerah penurjang urusan
Daerah pemerintah daerah pemerintah daerah
(%) (%)
Diskominfotik Jumlah paket Diskominfotik Jumlah paket
01 | 2.07 | o5 | Pengadaan - Jalan Rusa | o pel an 1 Unit Pengadaan meubel | o J2lan Rusa | o) an, 1 Unit
: meubel No. 17 | meus yang 2.750.000 g No. 17 | meus yang 2.750.000
disediakan (unit) disediakan (unit)
Sengkang Sengkang
Diskominfotilk | Jumiah Unit Diskominfotikk | JUmIah Unit
Pengadaan _ Jalan Rusa Peralatan dan Pengadaan _ Jalan Rusa Peralatan dan
01 2.07 | 06 | Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit
: X No. 17 s 2.750.000 . . No. 17 s 2.750.000
Mesin Lainnya yang Disediakan Mesin Lainnya yang Disediakan
Sengkang : Sengkang :
(unit) (unit)
Pengadaan Jumlah unit Jumlah unit
sarana dan | Diskominfotik sarana dan Pengadaan sarana | Diskominfotik sarana dan
prasarana - Jalan Rusa | Prasarana gedung . dan prasarana | - Jalan Rusa prasarana gedung .
01 2.07 10 gedung kantor | No. 17 kantor . atau 1 Unit 2.750.000 gedung kantor atau | No. 17 kantor . atau 1 Unit 2.750.000
bangunan lainnya . bangunan lainnya
atau  bangunan | Sengkang isediak bangunan lainnya Sengkang isediak
Jainnya yang disediakan yang disediakan
(unit) (unit)
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Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil Analisis Kebutuhan

4l

Kode Catatan
Program, ] Program, Tyl Penting
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Pagu Indikatif
q Capaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) @) 3 4 (5 (6) (7) 8 () (10) (11) (12)
Persentase Persentase
Penyediaan Jasa terlaksananya . terlaksananya
. . . . . Penyediaan Jasa . . . .
Penunjang Diskominfotik - | kegiatan Penuniang Urusan Diskominfotik - | kegiatan
01 2.08 Urusan Jalan Rusa No. | penyediaan  jasa 100% vang Jalan Rusa No. | penyediaan  jasa 100%
X . 60.500.000 Pemerintahan p 60.500.000
Pemerintahan 17 Sengkang penunjang urusan 17 Sengkang penunjang urusan
g Daerah .
Daerah pemerintahan pemerintahan
daerah (%) daerah (%)
Diskominfotik Jumlah  Laporan Diskominfotik Jumlah  Laporan
o1 208 o1 Penyediaan Jasa | - Jalan Rusa | Penyediaan Jasa 12 Penyediaan Jasa | - Jalan Rusa | Penyediaan Jasa 12
' Surat Menyurat No. 17 | Surat Menyurat Laporan 5.500.000 Surat Menyurat No. 17 | Surat Menyurat Laporan 5.500.000
Sengkang (laporan) Sengkang (laporan)
Jumlah  Laporan Jumlah  Laporan
Penyediaan Jasa | Diskominfotik Penyedl.aan' Jasa Penyediaan Jasa | Diskominfotik Peny edl'aan. Jasa
p . Komunikasi, R . Komunikasi,
01 2.08 02 Komunikasi, - Jalan Rusa Sumber Daya Air 12 Komunikasi, - Jalan Rusa Sumber Daya Air 12
: Sumber Daya Air | No. 17 umber  Day Laporan 5.500.000 Sumber Daya Air | No. 17 umber  Day Laporan 5.500.000
dan Listrik Sengkang dan  Listrik = yang dan Listrik Sengkang dan  Listrik = yang
Disediakan Disediakan
(laporan) (laporan)
Jumlah  Laporan Jumlah  Laporan
Penyediaan Jasa | Diskominfotik Penyediaan  Jasa Penyediaan Jasa | Diskominfotik Penyediaan  Jasa
Peralatan dan Peralatan dan
01 2.08 03 Peralatan dan | - Jalan Rusa Perlengkanan 12 Peralatan dan | - Jalan Rusa Perlenekapan 12
: Perlengkapan No. 17 grap Laporan 5.500.000 Perlengkapan No. 17 grap Laporan 5.500.000
Kantor Sengkang Kantor yang Kantor Sengkang Kantor yang
Disediakan Disediakan
(laporan) (laporan)
Jumlah  Laporan Jumlah  Laporan
. Diskominfotik Penyediaan Jasa . Diskominfotik Penyediaan  Jasa
Penyediaan Jasa Penyediaan  Jasa
o1 208 04 | Pelayanan Umum | - Jalan Rusa | Pelayanan Umum 12 Pelayanan Umum | - Jalan Rusa | Pelayanan Umum 12
' No. 17 | Kantor yang Laporan 44.000.000 No. 17 | Kantor yang Laporan 44.000.000
Kantor . . Kantor . .
Sengkang Disediakan Sengkang Disediakan
(laporan) (laporan)
Persentase Persentase
Pemeliharaan terlaksananya . terlaksananya
e . Pemeliharaan .
Barang Milik kegiatan - kegiatan
. ; ; » Barang Milik ; a3 5
Daerah Diskominfotik - | pemeliharaan Daerah Penunian Diskominfotik - | pemeliharaan
01 2.09 Penunjang Jalan Rusa No. | barang milik 100% Yang | jalan Rusa No. barang milik 100%
3 22.000.000 Urusan . 22.000.000
Urusan 17 Sengkang daerah penunjang . 17 Sengkang daerah penunjang
X Pemerintahan
Pemerintahan urusan urusan
5 Daerah ]
Daerah pemerintahan pemerintahan
daerah (%) daerah (%)
Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan . . Jumlah Kendaraan
X . Penyediaan  jasa .
pemeliharaan, . . . Perorangan Dinas X . . . Perorangan Dinas
. Diskominfotik pemeliharaan, Diskominfotik
biaya ) _ Jalan Rusa at‘au Kendaraan ) biaya _ Jalan Rusa at‘au Kendaraan )
01 2.09 01 | pemeliharaan ) No. 17 Dinas ‘J at?atan 1 Unit 5.500.000 pemeliharaan dan | No. 17 Dinas 'Jat')atan 1 Unit 5.500.000
dan pajak Senekan yang Dipelihara siak  kendaraan | Senekan yang Dipelihara
kendaraan g g dan dibayarkan paj . g g dan dibayarkan
perorangan dinas

perorangan dinas

Pajaknya (unit)

Pajaknya (unit)
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Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil Analisis Kebutuhan

€S-l

Kode Catatan
Program, ] Program, Tyl Penting
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Pagu Indikatif
q Capaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) @) (3 4 (5 (6) (7) 8 ©) (10) (11) (12)
atau kendaraan atau kendaraan
dinas jabatan dinas jabatan
Penyediaan Jasa Penyediaan  Jasa
Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan
B1aya. Diskominfotik Dinas Operasional Blaya' Diskominfotik Dinas Operasional
Pemeliharaan, _ Jalan Rusa atau Lapangan Pemeliharaan, - Jalan Rusa atau Lapangan
xx | 01 2.09 02 | Pajak dan us yang Dipelihara 3 Unit Pajak dan us yang Dipelihara 3 Unit
. No. 17 - 5.500.000 . No. 17 - 5.500.000
Perizinan Senekan dan dibayarkan Perizinan Senckan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas g g Pajak dan Kendaraan Dinas g g Pajak dan
Operasional atau Perizinannya (unit) Operasional atau Perizinannya (unit)
Lapangan Lapangan
. Diskominfotik Jumlah Peralatan . Diskominfotik Jumlah Peralatan
Pemeliharaan . . Pemeliharaan . )
= | o1 2.09 06 | peralatan dan | - Jalan Rusa | dan Mesin Lainnya 1 Unit peralatan dan | - Jalan Rusa | dan Mesin Lainnya 1 Unit
! mesin lainnva No. 17 | yang 5.500.000 mesin lainnva No. 17 | yang 5.500.000
Yy Sengkang Dipelihara (unit) 4 Sengkang Dipelihara (unit)
Pemeliharaan /
rehabilitasi Diskominfotik Jumlah Gedung Pemel}hargan / Diskominfotik Jumlah Gedung
sarana dan Kantor dan rehabilitasi sarana Kantor dan
- Jalan Rusa X . - Jalan Rusa . .
xx | O1 2.09 10 | prasarana Bangunan Lainnya 1 Unit dan prasarana Bangunan Lainnya 1 Unit
No. 17 . 5.500.000 No. 17 . 5.500.000
gedung kantor Senckan yang Dipelihara / gedung kantor atau Sengkan yang Dipelihara /
atau  bangunan engkang Direhabilitasi (unit) bangunan lainnya engkang Direhabilitasi (unit)
lainnya
Diskominfotik - Jumlah  dokumen Diskominfotik - Jumlah  dokumen
Penataan penataan Penataan penataan
xx | 01 2.13 B Jalan Rusa No. ] g Jalan Rusa No. ]
Organisasi 17 Sengkang organisasi 5.500.000 Organisasi 17 Sengkang organisasi 5.500.000
(dokumen) (dokumen)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Peningkatan Diskominfotik Peningkatan inek Diskominfotik Peningkatan
inerj - 1 R Kinerja dan 1 Peningkatan - Jalan Rusa | Kinerja dan 1
xx | 01 | 2.13 | o3 | Kineria dan Jalan  Rusa J kinerja dan J
' reformasi No. 17 | Reformasi Dokumen 5.500.000 o X No. 17 | Reformasi Dokumen 5.500.000
. ; ) . reformasi birokrasi ) .
birokrasi Sengkang Birokrasi Sengkang Birokrasi
(dokumen) (dokumen)
16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika 291.500.000 | Informatika 291.500.000
Program Program
Pengelolaan Persentase Pengelolaan Persentase
i 0, i 0,
16 | 02 Informa‘.m . dan ?enyebar.luasan 80% 159.500.000 Informs..SI . dan ?enyebar.luasan 80% 159.500.000
Komunikasi informasi (%) Komunikasi informasi (%)
Publik Publik
Persentase Persentase
Pengelolaan
s pelaksanaan Pengelolaan pelaksanaan
Informasi dan . , . . , , .
Komunikasi Diskominfotik - pengelolqan Informqst ) dqn Diskominfotik - pengelolqan
16 | 02 | 2.01 . . Jalan Rusa No. | informasi dan 80% Komunikasi Publik | Jalan Rusa No. | informasi dan 80%
Publik Pemerintah n ; 159.500.000 ] " ; 159.500.000
Daerah 17 Sengkang komun.lkast publik Pemerintah Daerah | 17 Sengkang komun'lkasz publik
Tetbsmiian /| i pemerintah daerah Kabupaten / Kota pemerintah daerah
D kabupaten/ kota (%) kabupaten/ kota (%)
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Y-l

Kode Catatan
Program, ] Program, Tyl Penting
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Pagu Indikatif
q Capaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) @ @ ) 5) (6) (7) (8 © (10) (11) (12)
Monitoring opini Diskominfotik Jumlah Dokumen Diskominfotik Jumlah Dokumen
16 | 02 201 02 | dan gas ifasi - Jalan Rusa | Hasil Monitoring 1 Monitoring  opini | - Jalan Rusa | Hasil = Monitoring 1
' ublik P No. 17 | Opini dan Aspirasi | Dokumen 11.000.000 dan aspirasi publik | No. 17 | Opini dan Aspirasi | Dokumen 11.000.000
p Sengkang Publik (dokumen) Sengkang Publik (dokumen)
Monitorin Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
informasi g dan Hasil  Monitoring Monitoring Hasil  Monitoring
penetapan Diskominfotik Informasi dan informasi dan | Diskominfotik Informasi dan
- - Jalan Rusa | Penetapan Agenda 1 penetapan agenda | - Jalan Rusa | Penetapan Agenda 1
16 | 02 2:01 03 agenda. prioritas No. 17 | Prioritas Dokumen 11.000.000 prioritas No. 17 | Prioritas Dokumen 11.000.000
komunikasi ) . . . ) .
emerintah Sengkang Komunikasi komunikasi Sengkang Komunikasi
p Pemerintah Daerah pemerintah daerah Pemerintah Daerah
daerah
(dokumen) (dokumen)
Pengelolaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
konten dan | Diskominfotik Hasil Pengelolaan Pengelolaan konten | Diskominfotik Hasil Pengelolaan
16 | 02 201 04 | Perencanaan - Jalan Rusa | Konten dan 1 dan perencanaan | - Jalan Rusa | Konten dan 1
' media No. 17 | Perencanaan Media | Dokumen 55.000.000 media komunikasi | No. 17 | Perencanaan Media | Dokumen 55.000.000
komunikasi Sengkang Komunikasi Publik publik Sengkang Komunikasi Publik
publik (dokumen) (dokumen)
Diskominfotik Jumlah Dokumen Diskominfotik Jumlah Dokumen
16 | 02 201 06 Pelayanan - Jalan Rusa | Hasil Pelayanan 1 Pelayanan - Jalan Rusa | Hasil Pelayanan 1
: informasi publik No. 17 | Informasi  Publik | Dokumen 22.000.000 informasi publik No. 17 | Informasi  Publik | Dokumen 22.000.000
Sengkang (dokumen) Sengkang (dokumen)
Diskominfotik Diskominfotik
Jumlah Layanan Jumlah Layanan
16 | 02 2.01 07 Layanan - Jalan Rusa Hubunean Media 1 Layanan hubungan | - Jalan Rusa Hubunean Media 1
: hubungan media No. 17 g Layanan 38.500.000 media No. 17 g Layanan 38.500.000
(layanan) (layanan)
Sengkang Sengkang
Jumlah Sumber Jumlah Sumber
Penguatan Diskominfotik Daya Komunikasi Penguatan Diskominfotik Daya Komunikasi
kapasitas sumber | - Jalan Rusa | Publik yang kapasitas sumber | - Jalan Rusa | Publik yang
16 1021 2.01 | 10 | 400 komunikasi | No. 17 | Meningkat 35 Orang 11.000.000 | daya komunikasi | No. 17 | Meningkat 35 Orang 11.000.000
publik Sengkang Kapasitasnya publik Sengkang Kapasitasnya
(orang) (orang)
Penguatan tata | Diskominfotik Jumlah Dokumen Diskominfotik Jurr}lah Dokumen
L Hasil Penguatan Penguatan tata Hasil Penguatan
16 | 02 | 2.01 | 11 | Kelola komisi | - Jalan Rusa | i) gelola Komisi ! kelola Komisi | o 92180 RUSA | po o Kelola Komisi !
' informasi di | No. 17 K . | Dokumen 11.000.000 . s No. 17 . . | Dokumen 11.000.000
daerah Sengkang Informasi di informasi di daerah Sengkang Informasi di
Daerah (dokumen) Daerah (dokumen)
Program Persentase Program Persentase
16 | 03 Pengelolaan optimalisasi 55% Pengelolaan optimalisasi 55%
Aplikasi pemanfaatan ° 132.000.000 Aplikasi pemanfaatan ° 132.000.000
Informatika teknologi (%) Informatika teknologi (%)
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Hasil Analisis Kebutuhan

QG-I

Kode Catatan
Program, ] Program, Tyl Penting
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Pagu Indikatif
q Capaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) @) (3 & (5 (6) (7) 8 ©) (10) (11) (12)
Pengelolaan
nama domain, Persentase Pengelolaan nama Persentase
yang telah perangkat daerah / domain, yang telah perangkat daerah /
dictaphars ol | pioromino | cent, [ ek dtetaphan 00t | pigkomigoc | U /vl
0, 0,
161 03 | 2.01 dan sub domain | 2% Rusa No- | g, domain | 2% 110.000.000 | dan sub domain di | 2% Rusa No-| g, domain | 2% 110.000.000
di lingkup grang pemerintah daerah lingkup pemerintah gkang pemerintah daerah
pemerintah kabupaten / kota daerah kabupaten kabupaten / kota
daerah (%) / kota (%)
kabupaten / kota
Penyelenggaraan Diskominfotik Jumlah Sistem Penyelenggaraan Diskominfotik Jumlah Sistem
sistem jaringan | - Jalan Rusa | Jaringan Intra . sistem jaringan | - Jalan Rusa | Jaringan Intra .
161 03 2.01 03 intra pemerintah | No. 17 | Pemerintah Daerah 39 Unit 110.000.000 intra  pemerintah | No. 17 | Pemerintah Daerah 39 Unit 110.000.000
daerah Sengkang (unit) daerah Sengkang (unit)
Pengelolaan e- Persentase Persentase
Government di . . . pelaksanaan Pengelolaan e . . . pelaksanaan
Lz Diskominfotik - e o Government di | Diskominfotik - R o
0, i 7 0,
16 | 03 | 2.02 Pomerintah Jalan Rusa No. e di 55% 22.000.000 Lingkup Pemerintah | Jalan Rusa No. G di 55% 22.000.000
17 Sengkang . . Daerah Kabupaten | 17 Sengkang . .
Daerah lingkup pemerintah / Kota lingkup pemerintah
Kabupaten / Kota daerah (%) daerah (%)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penatalaksanaan . .
Hasil Penatalaksanaan Hasil
dan pengawasan
. . . Penatalaksanaan dan pengawasan e- . . . Penatalaksanaan
e-government Diskominfotik Diskominfotik
dan Pengawasan E government dalam dan Pengawasan E
16 | 03 | 2.02 | 01 | dalam ; Jalan Rusa | 0 ment dalam ! enyelenggaraan ;. Jalan Rusa | 0 ment dalam !
' penyelenggaraan No. 17 Dokumen 5.500.000 penyelengs; No. 17 Dokumen 5.500.000
X Penyelenggaraan pemerintahan Penyelenggaraan
pemerintahan Sengkang P intah a h k Sengkang P intah
daerah emerintahan aera abupaten emerintahan
kabupaten / kota Daerah Kabupaten / kota Daerah Kabupaten
p / Kota (dokumen) / Kota (dokumen)
Pengelolaan Diskominfotik Jumlah Pusat Data Diskominfotik Jumlah Pusat Data
. Pengelolaan Pusat .
16 | 03 | 2.02 03 Pusat Data | - Jalan Rusa | Pemerintahan 1 Unit Data  Pemerintah | - Jalan Rusa | Pemerintahan 1 Unit
' Pemerintah No. 17 | Daerah yang 5.500.000 Daerah No. 17 | Daerah yang 5.500.000
Daerah Sengkang Dikelola (unit) Sengkang Dikelola (unit)
Jumlah Aplikasi Jumlah Aplikasi
Pengembangan o o
B . . . dan Proses Bisnis Pengembangan . . . dan Proses Bisnis
aplikasi dan | Diskominfotik intah likasi Diskominfotik .
roses bisnis | - Jalan Rusa Pemerintahan aplikasi dan proses | Jalan Rusa Pemerintahan
16 | 03 2.02 o7 | P . Berbasis 1 Unit bisnis Berbasis 1 Unit
pemerintahan No. 17 . 11.000.000 . No. 17 . 11.000.000
berbasis Sengkang Elektronik yang pemerintahan Sengkang Elektronik yang
. Dikembangkan berbasis elektronik Dikembangkan
elektronik . .
(unit) (unit)
20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 44.000.000 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 44.000.000
Program Cakupan Program Cakupan
20 | 02 Penyelenggaraan ketersediaan data 100% Peng elenggaraan ketersediaan data 100%
Statistik statistik sektoral ° 44.000.000 ye engg statistik sektoral ° 44.000.000
. Statistik Sektoral
Sektoral di (%) (%)
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Hasil Analisis Kebutuhan

9S-Il

Kode Catatan
Program, ] Program, Tyl Penting
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Pagu Indikatif
q Capaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) @) 3 & (5 (6) (7) 8 ©) (10) (11) (12)
Lingkup Daerah di Lingkup Daerah
Kabupaten / Kabupaten / Kota
Kota
Persentase Persentase
Organisasi Organisasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyel?nggaraan Diskominfotik - (OPD) yang Penyel_enggaraan . | Diskominfotik - (OPD) yang
20 | 03| 201 st_at.lstlk sektoral Jalan Rusa No men_gg}tnakan data 100% s‘tatzstlk sektoral di Jalan Rusa No mengg_unakan data 100%
. di lingkup daerah * | statistik dalam 44.000.000 lingkup daerah © | statistik dalam 44.000.000
17 Sengkang 17 Sengkang
kabupaten / kota menyusun kabupaten / kota menyusun
perencanaan perencanaan
pembangunan pembangunan
daerah (%) daerah (%)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi . . . Sinkronisasi Sinkronisasi . : . Sinkronisasi
Pengumpulan Diskominfotik Pengumpulan Pengumpulan Diskominfotik Pengumpulan
20 | 03 | 2.01 | 01 Pench)llal'l;an ’ - Jalan Rusa Peng(L)lla}I;an y 2 Pengglallljan ’ - Jalan Rusa Pengglallljan y 2
: go'anan, No. 17 go'anan, Dokumen 11.000.000 go'anan, No. 17 go'anan, Dokumen 11.000.000
Analisis dan Senckan Analisis dan Analisis dan Sengkan Analisis dan
Diseminasi Data eng g Diseminasi Data Diseminasi Data eng g Diseminasi Data
Statistik Sektoral Statistik  Sektoral Statistik Sektoral Statistik  Sektoral
(dokumen) (dokumen)
Pemngkatan Jumlah SDM yang Peningkatan Jumlah SDM yang
Kapasitas SDM ) ; ]
. . . . Meningkat Kapasitas SDM . : . Meningkat
Pemerintah Diskominfotik : . Diskominfotik :
Daerah dalam | - Jalan Rusa Kapasitasnya Pemerintah Daerah | ~ Jalan Rusa Kapasitasnya
20 | 03 | 2.01 02 . dalam Peningkatan | 39 Orang dalam Peningkatan dalam Peningkatan | 39 Orang
Peningkatan No. 17 C 11.000.000 c s No. 17 c s 11.000.000
s Mutu Statistik Mutu Statistik Mutu Statistik
Mutu Statistik | Sengkang Sengkang
Daerah vang ’];)af':rah _ yang Daf:rah _ yang ?af?rah  yang
terintegrasi erintegrasi (orang) terintegrasi erintegrasi (orang)
Membaneun Diskominfotik Jumlah Metadata Membangun Diskominfotik Jumlah Metadata
g - Jalan Rusa | Statistik Sektoral 1 g . - Jalan Rusa | Statistik Sektoral 1
20 [ 03 | 2.01 03 | metadata . metadata statistik o
" No. 17 | yang Dihimpun | Dokumen 11.000.000 No. 17 | yang Dihimpun | Dokumen 11.000.000
statistik sektoral sektoral
Sengkang (dokumen) Sengkang (dokumen)
Jumlah Perangkat Jumlah Perangkat
Peningkatan Diskominfotik Daerah yang Peningkatan Diskominfotik Daerah yang
kapasitas - Jalan Rusa | Mendapat kapasitas - Jalan Rusa | Mendapat
20 103 1 201 | 04 | 1 lembagaan No. 17 | Pelatihan Statistik | °° OTang 11.000.000 kelembagaan No. 17 | Pelatihan Statistik | °° OTang 11.000.000
statistik sektoral Sengkang Sektoral dari BPS statistik sektoral Sengkang Sektoral dari BPS
(orang) (orang)
21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 16.500.000 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6.500.000
i | on Pengelonggarasn keamanan s o Proglam keamanan 200
Persandian informasi i 16.500.000 ye engg informasi e 16.500.000
q Persandian untuk .
untuk pemerintah (%) pemerintah (%)
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Kode aEias Target Pagu Indikatif O Target Pagu Indikatif g:::it:g
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja c g gu Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja g gu
q apaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) @) 3 & (5 (6) (7) 8 ©) (10) (11) (12)
Pengamanan Pengamanan
Informasi Informasi
Cakupan Cakupan
Penyelenggaraan lak . lak
ersandian untuk pelaksanaan Penye enggaraan pelaksanaan
b . , , penyelenggaraan persandian untuk . . . penyelenggaraan
pengamanan DS = ersandian untuk engamanan Eltcrenoly ersandian untuk
21 | 02 | 2.01 informasi Jalan Rusa No. | P 60% peng . Jalan Rusa No. | P 60%
§ pengamanan 11.000.000 informasi pengamanan 11.000.000
pemerintah 17 Sengkang : . . 17 Sengkang : .
daerah mformgsz pemerintah daerah mform_asz
Tt/ D pemerintah daerah kabupaten / kota pemerintah daerah
P kabupaten/ kota (%) kabupaten/ kota (%)
Pelaksanaan Jumlah  Laporan Jumlah  Laporan
. .. Pelaksanaan ..
Analisis Analisis Analisis Analisis
Kebutuhan dan Kebutuhan dan Kebutuhan dan Kebutuhan dan
Pengelolaan Diskominfotik Pengelolaan Pengelolaan Diskominfotik Pengelolaan
21 02 201 02 Sumber Daya | - Jalan Rusa | Sumber Daya 1 Sun%ber Dava | - Jalan Rusa | Sumber Daya 1
' Keamanan No. 17 | Keamanan Laporan 5.500.000 Keamanan Yy No. 17 | Keamanan Laporan 5.500.000
Informasi Sengkang Informasi Informasi Sengkang Informasi
Pemerintah Pemerintah Daerah R Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten / Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten / Kota (laporan) p (laporan)
Jumlah  Laporan Jumlah  Laporan
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan
Keamanan Keamanan Keamanan Keamanan
Inforrr{a31 Diskominfotik Informgs1 Informasi Diskominfotik Informam
Pemerintah Pemerintahan . Pemerintahan
- Jalan Rusa 1 Pemerintah Daerah | - Jalan Rusa 1
21 | 02 2.01 03 | Daerah Daerah Daerah
No. 17 Laporan 5.500.000 Kabupaten / Kota | No. 17 Laporan 5.500.000
Kabupaten / Kota Kabupaten/Kota . Kabupaten/Kota
. Sengkang . Berbasis Sengkang .
Berbasis Berbasis Elektronik dan Non Berbasis
Elektronik  dan Elektronik dan Non Elektronik Elektronik dan Non
Non Elektronik Elektronik Elektronik
(laporan) (laporan)
Persentase titik Persentase titik
yang diamankan yang diamankan
Penetapan  Pola qzbandzng deng_a_n Penetapan Pola t.ilbandzng deng_a_n
Hubungan ) ; ) Jjumlah selu_ruh_ titik Euburoan ; ) ) Jjumlah seluruh‘ titik
Komunikasi Sandi Diskominfotik - | pada pemerintah Komunikasi Sandi Diskominfotik - | pada pemerintah
21 02 | 2.02 Jalan Rusa No. | daerah 100% Jalan Rusa No. | daerah 100%
Antar Perangkat 5.500.000 Antar  Perangkat 5.500.000
17 Sengkang berdasarkan Pola 17 Sengkang berdasarkan Pola
Daerah Daerah Kabupaten
Kabupaten / Kota BRI / Kota BRI
Komunikasi Sandi Komunikasi Sandi
(PHKS) yang (PHKS) yang
ditetapkan (%) ditetapkan (%)

L5+l
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Kode Catatan
Program, o Program, T Penting
Kegiatan dan Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif Kegiatan dan Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif
q Capaian (Rp) p Capaian (Rp)
Sub Kegiatan Kegiatan
(1) @) (3 4 (5 (6) (7) 8 ©) (10) (11) (12)
Operasional Jumlah Perangkat o . 1 Jumlah Perangkat
Jaringan Diskominfotik Daerah yang perasiona Diskominfotik Daerah yang
X . 39 Jaringan 39
2 | 21 02 2.02 o1 Komunikasi - Jalan Rusa | Terhubung dalam Peranckat Komunikasi Sandi | - Jalan Rusa | Terhubung dalam Perangkat
: Sandi Pemerintah | No. 17 | Jaring Komunikasi g 5.500.000 . No. 17 | Jaring Komunikasi g 5.500.000
: Daerah Pemerintah Daerah : Daerah
Daerah Sengkang Sandi  (perangkat Kabupaten / Kota Sengkang Sandi  (perangkat
Kabupaten / Kota daerah) p daerah)
Jumlah 3.122.123.783 Jumlah 3.122.123.783

85-ll

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024
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RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Goill
DISKOMINFOTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 & 1.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyusunan
rancangan awal Renja Tahun 2025 belum mengikuti musyawarah perencanaan
pembangunan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, begitupula
dengan forum perangkat daerah sebagai wadah partisipatif masyarakat dalam
memberikan usulan program dan kegiatan yang akan ditujukan pada urusan
komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian sebagai
kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo.
Olehnya itu, sehubungan dengan “Tidak” terdapat usulan program dan kegiatan
masyarakat yang terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo. Berikut ini disajikan penjelasannya sebagaimana tabel di bawah
ini.
Tabel 2.6.
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
di Kabupaten Wajo tahun 2025

Program / Kegiatan / Lokasi Indikator Besaran /

Sub Kegiatan Kinerja Volume L

No

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tidak Ada Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Masyarakat

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Tabel 2.7.
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Masyarakat
di Kabupaten Wajo tahun 2025

Program / Kegiatan / Lokasi Indikator Besaran /

Sub Kegiatan Kinerja Volume St

No

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tidak Ada Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Masyarakat

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Selanjutnya dilakukan penggabungan usulan pemangku kepentingan dan
masyarakat dalam rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

[o-e |



Tabel 2.8

Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Awal Renja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025

Rancangan Renja

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

09-l

No Program, Kegiatan dan Target Pagu Indikatif Program, Indikator Target Pagu Cata?an
? y Lokasi Indikator Kinerja A Kegiatan dan | Lokasi .. A Indikatif Penting
Sub Kegiatan Capaian (Rp) 3 Kinerja Capaian
Sub Kegiatan (Rp)
(1) @) ) “) ) (6) (7) 8) ©) (10) (11) (12)
I | Non Urusan 2.770.123.783
Program Penunjang q q s
L1 Urusan Pemerintahan 3:::“;:::“11;0 Rata-rata realisasi kinerja 97.78%
: Daerah Kabupaten /[ * | program dan kegiatan (%) pUTIC 2.770.123.783
17 Sengkang
Kota
Perencanaan, e Persentase penyusunan
Penganggaran dan dokumen perencanaan,
1.1.1 . Jalan Rusa No. . 100%
Evaluasi Kinerja 17 Senakan penganggaran dan evaluasi 12.375.000
Perangkat Daerah ghang tepat waktu (%)
Penyusunan Dokumen | Diskominfotik - | Jumlah dokumen 1
1.1.1.1 | Perencanaan Perangkat | Jalan Rusa No. | perencanaan perangkat
Daerah 17 Sengkang daerah (dokumen) Dokumen 2.200.000
Koordinasi dan | Diskominfotik - Jumlah dokumer} RKA_S.KPD.
1.1.1.2 | Penyusunan Dokumen | Jalan Rusa No dan laporan hasil koordinasi !
e RKA - SKPD 17 Sengkan " | penyusunan dokumen RKA- | Dokumen 1.650.000
g g SKPD (dokumen)
Jumlah dokumen perubahan
Koordinasi dan | Diskominfotik - | RKA-SKPD dan laporan hasil 1
1.1.1.3 | Penyusunan Dokumen | Jalan Rusa No. | koordinasi penyusunan d
Perubahan RKA - SKPD 17 Sengkang okumen perubahan RKA- Dokumen 1.375.000
SKPD (dokumen)
Koordinasi dan | Diskominfotik - | Jumiah dokumen DPA-SKPD
1.1.1.4 | Penyusunan Dokumen | Jalan Rusa No. dan laporan hasil koordinasi !
DPA - SKPD 17 Sengkang penyusunan dokumen DPA- | Dokumen 1.375.000

SKPD (dokumen)
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Rancangan Renja

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

L9-lI

No Program, Kegiatan dan Target Pagu Indikatif Rl Indikator Target ety gatai.;an
> > Lokasi Indikator Kinerja A Kegiatan dan | Lokasi .. A Indikatif enting
Sub Kegiatan Capaian (Rp) 3 Kinerja Capaian
Sub Kegiatan (Rp)
(1) ) (3) “4) (5) (6) (7) 8 ) (10) (11) (12)
Jumlah dokumen perubahan
Koordinasi dan | Diskominfotik - | DPA-SKPD dan laporan hasil 1
1.1.1.5 | Penyusunan Dokumen | Jalan Rusa No. | koordinasi penyusunan
Perubahan DPA - SKPD 17 Sengkang dokumen perubahan DPA- Dokumen 1.375.000
SKPD (dokumen)
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Laporan | Diskominfotik - | Kinerja SKPD dan Laporan
1.1.1.6 | Capaian Kinerja dan | Jalan Rusa No. | Hasil Koordinasi Penyusunan | 1 Laporan 2.200.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja | 17 Sengkang Laporan Capaian Kinerja dan ’ ’
SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (laporan)
. S Diskominfotik - | Jumlah Laporan Evaluasi
1.1.1.7 Evaluasi Kinerja Jalan Rusa No. | Kinerja perangkat Daerah | 1 Laporan
T Perangkat Daerah ’ 2.200.000
17 Sengkang (laporan)
o . s - Pers_entase terlaks.arjtanyc%
Administrasi  Keuangan kegiatan administrasi
1.1.2 Jalan Rusa No. 100%
Perangkat Daerah keuangan perangkat daerah 2.594.123.783
17 Sengkang (%)
Penyediaan Gaji  dan Diskominfotik - Jumlah Qrang o yang | 5¢ Orang
1.1.2.1 Tunianean ASN Jalan Rusa No. | Menerima Gaji dan tunjangan / Bulan 0.589.723.783
Jansg 17 Sengkang ASN (orang) ) ) i
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan . . . Akhir Tahun SKPD dan
Diskominfotik - . . .
Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi
1.1.2.2 . Jalan Rusa No. 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun 17 Senckan Penyusunan Laporan 2.200.000
SKPD g g Keuangan Akhir Tahun SKPD
(laporan)
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Bulanan / Triwulanan /
. . . Semesteran SKPD dan
Penyusunan Laporan | Diskominfotik - . ]
Laporan Koordinasi
1.1.2.3 | Keuangan Bulanan / | Jalan Rusa No. 1 Laporan
. Penyusunan Laporan 2.200.000
Triwulan / Semesteran | 17 Sengkang
Keuangan Bulanan /
SKPD R
Triwulanan / Semesteran

SKPD (laporan)
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Rancangan Renja

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

No Program, Kegiatan dan Target Pagu Indikatif Rl Indikator Target ety Catai.;an
> > Lokasi Indikator Kinerja A Kegiatan dan | Lokasi .. A Indikatif Penting
Sub Kegiatan Capaian (Rp) 3 Kinerja Capaian
Sub Kegiatan (Rp)
(1) ) (3) 4 (5) (6) (7) (8 (9 (10) (11) (12)
Administrasi Diskominfotik - I::eri;;l;zse te;l;lfnsiir.;?:g;
1.1.3 Kepegawaian Perangkat | Jalan Rusa No. g . 100%
kepegawaian perangkat 2.200.000
Daerah 17 Sengkang o
daerah (%)
Pengadaan pakaian dinas | Diskominfotik - | Jumlah paket pakaian dinas
1.1.3.1 | beserta atribut | Jalan Rusa No. | beserta atribut | 27 Paket 1.100.000
kelengkapannya 17 Sengkang kelengkapannya (paket) ’ ’
Bimbingan teknis | Diskominfotik - ngl_ah orangyang menglku.t !
. . bimbingan teknis
1.1.3.2 | implementasi peraturan | Jalan Rusa No. | . . 4 Orang
implementasi peraturan 1.100.000
perundang-undangan 17 Sengkang
perundang-undangan (orang)
.. . Diskominfotik - | Persentase terlaksananya
Administrasi Umum . .. .
1.1.4 Peranakat Daerah Jalan Rusa No. | kegiatan administrasi umum 100% 65.175.000
9 17 Sengkang perangkat daerah (%) ’ ’
Penyed@an . kqmponen Diskominfotik - Jumlah_ P_ake_t Komponen
instalasi listrik / Instalasi Listrik/Penerangan
1.1.4.1 Jalan Rusa No. 2 Paket
penerangan bangunan 17 Senckan Bangunan Kantor  yang 5.500.000
kantor & g Disediakan (paket)
. . . Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan eralatan Diskominfotik - Perlengkapan
1.1.4.2 y P Jalan Rusa No. gkap o 6 Paket
rumah tangga Kantor yang Disediakan 5.500.000
17 Sengkang
(paket)
Penyediaan Barang | Diskominfotik - | Jumlah Paket Barang
1.1.4.3 | Cetakan dan | Jalan Rusa No. | Cetakan dan Penggandaan | 12 Paket 1.100.000
Penggandaan 17 Sengkang yang Disediakan (paket) ’ ’
Penyediaan Bahan | Diskominfotik - Jumlah — Dokumen = Bahan
Bacaan dan Peraturan 10
1.1.4.4 | Bacaan dan Peraturan | Jalan Rusa No. d d Ku
Perundang-Undangan 17 Sengkang Pe.run. ang-Undangan yang | Dokumen 1.100.000
Disediakan (dokumen)
Penyelenggaraan  Rapat | Diskominfotik - Jumlalh Laporan
1.1.4.5 | Koordinasi dan Konsultasi | Jalan Rusa No Penyelenggaraan Rapat 20
e " | Koordinasi dan Konsultasi | Laporan 51.975.000

SKPD

17 Sengkang

SKPD (laporan)
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Rancangan Renja

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

€9l

No Program, Kegiatan dan Target Pagu Indikatif Rl Indikator Target ety Catai.;an
> > Lokasi Indikator Kinerja A Kegiatan dan | Lokasi .. A Indikatif Penting
Sub Kegiatan Capaian (Rp) 3 Kinerja Capaian
Sub Kegiatan (Rp)
(1) ) (3) 4 (5) (6) (7) (8 (9 (10) (11) (12)
Pengadaan Barang Milik | Diskominfotik - I;Er?aezlatzse on ;ZZZZS(Z:;ZZ(I
1.1.5 Daerah Penunjang Urusan | Jalan Rusa No. 9 peng ang 100%
Pemerintah Daerah 17 Sz milik daerqh penunjang 8.250.000
urusan pemerintah daerah (%)
Diskominfotik -
Jumlah paket meubel yang .
1.1.5.1 | Pengadaan meubel Lll?k;r;ng;s;g No. disediakan (unit) 1 Unit 2.750.000
Pencadaan Peralatan dan Diskominfotik - | Jumlah Unit Peralatan dan
1.1.5.2 Mesgin Lainnva Jalan Rusa No. | Mesin Lainnya yang 1 Unit 2.750.000
Y 17 Sengkang Disediakan (unit) ) )
Pengadaan sarana dan | Diskominfotik - Jlrlazliznaumte dlsliranakar?ta:) 1:
1.1.5.3 | prasarana gedung kantor | Jalan Rusa No. p b g 1 18 1 Unit 7
atau bangunan lainnya, 17 Sengkang atau bangunan lainnya yang 2.750.000
disediakan (unit)
Penyediaan Jasa | Diskominfotik - I;Zr‘?z?;flse en tgg;’;ianqgg
1.1.6 Penunjang Urusan | Jalan Rusa No. egr]L unian peny » rzi san 100% 60.500.000
Pemerintahan Daerah 17 Sengkang P yang ’ ’
pemerintahan daerah (%)
Penyediaan Jasa Surat Diskominfotik - | Jumlah Laporan Penyediaan 12
1.1.6.1 Menvurat Jalan Rusa No. | Jasa Surat Menyurat Laporan 5.500.000
yu 17 Sengkang (laporan) p ) )
Penyediaan Jasa | Diskominfotik - Jumlah Lapora}n Eenyedlaan
. . Jasa Komunikasi, Sumber 12
1.1.6.2 | Komunikasi, Sumber | Jalan Rusa No. . Lo
Daya Air dan Listrik 17 Sengkang Daya Air dan Listrik yang | Laporan 5.500.000
Disediakan (laporan)
Penyediaan Jasa | Diskominfotik - Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan 12
1.1.6.3 | Peralatan dan | Jalan Rusa No.
Perlengkapan Kantor 17 Sengkang Perlengkapan Kantor yang | Laporan 5.500.000
Disediakan (laporan)
. . . Jumlah Laporan Penyediaan
1.1.6.4 Penyediaan Jasa ?;T;{r?ml;if;):kNo_ Jasa Pelayanan Umum 12
T Pelayanan Umum Kantor 17 Sengkan " | Kantor yang Disediakan | Laporan 44.000.000
grang (laporan)
Pemeliharaan Baran Persentase terlaksananya
o ang Diskominfotik - | kegiatan pemeliharaan
Milik Daerah Penunjang .
1.1.7 Urusan Pemerintahan Jalan Rusa No. | barang milik daerah 100% 22.000.000
Daerah 17 Sengkang penunjang urusan ’ ’

pemerintahan daerah (%)
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Rancangan Renja

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

Yol

No Program, Kegiatan dan Target Pagu Indikatif Program, Indikator Target Pagu Catai.:an
> : Lokasi Indikator Kinerja A Kegiatan dan | Lokasi .. A Indikatif Penting
Sub Kegiatan Capaian (Rp) 5 Kinerja Capaian
Sub Kegiatan (Rp)
(1) @) ) “) ) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12)
Penyet.haan Jjasa Jumlah Kendaraan
pemeliharaan, biaya . . . .
emeliharaan dan paiak Diskominfotik - | Perorangan Dinas atau
1.1.7.1 | P pay Jalan Rusa No. | Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit
kendaraan perorangan L 5.500.000
. 17 Sengkang yang Dipelihara dan
dinas ~atau  kendaraan dibayarkan Pajaknya (unit)
dinas jabatan ¥ J ¥
Peny eghaan qasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya . . . .
. . Diskominfotik - | Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan o .
1.1.7.2 . Jalan Rusa No. | yang Dipelihara dan 3 Unit
Perizinan Kendaraan - . 5.500.000
. . 17 Sengkang dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau 27 .
Perizinannya (unit)
Lapangan
. Diskominfotik - | Jumlah Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan peralatan . .
1173 | {on mesin lainmue Jalan Rusa No. | Lainnya yang 1 Unit 5.500.000
4 17 Sengkang Dipelihara (unit) ’ ’
Pemeliharaan / . . . Jumlah Gedung Kantor dan
ey Diskominfotik - ;
rehabilitasi sarana dan Bangunan Lainnya yang .
1.1.7.4 Jalan Rusa No. .o . So2 1 Unit
prasarana gedung kantor Dipelihara / Direhabilitasi 5.500.000
; 17 Sengkang )
atau bangunan lainnya (unit)
Diskominfotik -
1.1.8 Penataan Organisasi Jalan Rusa No. Jumlqh (?okumen penataan
organisasi (dokumen) 5.500.000
17 Sengkang
. . . Jumlah Dokumen
. o Diskominfotik - . L
1.1.8.1 Peningkatan kinerja dan Jalan Rusa No Peningkatan Kinerja dan 1
T reformasi birokrasi " | Reformasi Birokrasi | Dokumen 5.500.000
17 Sengkang
(dokumen)
II Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 291.500.000
Program Pengelolaan
II.1 | Informasi dan :’:f’:::l:“sfeo/ fe“yeb“l“asa“ 80% 159.500.000
Komunikasi Publik (% ) .
Pengelo.laar} Informasi dqn Diskominfotik - Persentase . pelakganaan
11 Komur.ukasz Publik Jalan Rusa No pengelqlaar} lnformasz .dan 80%
o Pemerintah Daerah 17 Senakan " | komunikasi publik pemerintah 159.500.000
Kabupaten / Kota grang daerah kabupaten/ kota (%)
Monitoring opini dan Diskominfotik - | Jumlah  Dokumen  Hasil 1
II.1.1.1 aspirasi publik Jalan Rusa No. | Monitoring Opini dan Aspirasi Dokumen 11.000.000

17 Sengkang

Publik (dokumen)
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Rancangan Renja

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

99l

No Program, Kegiatan dan Target Pagu Indikatif Rl Indikator Target ety Catai.;an
> > Lokasi Indikator Kinerja A Kegiatan dan | Lokasi .. A Indikatif Penting
Sub Kegiatan Capaian (Rp) 3 Kinerja Capaian
Sub Kegiatan (Rp)
(1) ) (3) “4) (5) (6) (7) 8 ) (10) (11) (12)
o . . . Jumlah  Dokumen  Hasil
Monitoring informasi dan . . . . .
penetapan agenda Diskominfotik - | Monitoring Informasi dan 1
II.1.1.2 prioritas komunikasi Jalan Rusa No. Penetapan .Agenda Pr19r1tas Dokumen 11.000.000
- 17 Sengkang Komunikasi Pemerintah
pemerintah daerah
Daerah (dokumen)
Jumlah  Dokumen  Hasil
Pengelolaan konten dan | Diskominfotik - | Pengelolaan Konten dan 1
II.1.1.3 | perencanaan media | Jalan Rusa No. | Perencanaan Media
komunikasi publik 17 Sengkang Komunikasi Publik Dokumen 55.000.000
(dokumen)
Pelayanan informasi Diskominfotik - | Jumlah  Dokumen  Hasil 1
II.1.1.4 publik Jalan Rusa No. | Pelayanan Informasi Publik Dokumen 22.000.000
17 Sengkang (dokumen)
Diskominfotik -
II.1.1.5 | Layanan hubungan media | Jalan Rusa No. Jum.lah Layanan Hubungan !
Media (layanan) Layanan 38.500.000
17 Sengkang
Penguatan kapasitas | Diskominfotik - Jumlah . Sumber. Daya
: . Komunikasi Publik yang
II.1.1.6 | sumber daya komunikasi | Jalan Rusa No. . . 35 Orang
- Meningkat Kapasitasnya 11.000.000
publik 17 Sengkang
(orang)
Diskominfotik - Jumlah  Dokumen  Hasil
ML1.1.7 Penguatan tata kelola Jal R N Penguatan Tata Kelola Komisi 1
27| komisi informasi di daerah | So an S9SN | Informasi di Daerah | Dokumen 11.000.000
17 Sengkang
(dokumen)
IL1 Program Pengelolaan Persentase optimalisasi 55%
: Aplikasi Informatika pemanfaatan teknologi (%) ° 132.000.000
Pengelolaan nama
domain, yang telah Persentase perangkat daerah
ditetapkan oleh | Diskominfotik - | / event / aplikasi yang
1.1 pemerintah pusat dan sub | Jalan Rusa No. | menggunakan sub domain 55% 110.000.000
domain di lingkup | 17 Sengkang pemerintah daerah kabupaten ’ ’
pemerintah daerah / kota (%)
kabupaten / kota
111 | jaringan sira pemerintan | Jaian Rusa No. | Jumlah Sistem Jaringan Intra | 3
Rt Janns p " | Pemerintah Daerah (unit) 110.000.000

daerah

17 Sengkang
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Rancangan Renja

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

No Program, Kegiatan dan Target Pagu Indikatif Program, Indikator Target Pagu Catai.;an
g » €8 Lokasi Indikator Kinerja 8 gu Kegiatan dan | Lokasi .. g Indikatif Penting
Sub Kegiatan Capaian (Rp) 3 Kinerja Capaian
Sub Kegiatan (Rp)
(1) 2 3 ) (5) (6) (7) ® © (10) (11) (12)
Pengelolaan e-Government | Diskominfotik - | Persentase pelaksanaan
1.2 di Lingkup Pemerintah | Jalan Rusa No. | pengelolaan e-government di 55% 22.000.000
Daerah Kabupaten / Kota | 17 Sengkang lingkup pemerintah daerah (%) ’ ’
Penatalaksanaan dan Jumlah  Dokumen  Hasil
pengawasan & | Diskominfotik - Penatalaksanaan dan
government dalam Pengawasan E -Government 1
II.1.2.1 Jalan Rusa No.
penyelenggaraan 17 Sengkan dalam Penyelenggaraan | Dokumen 5.500.000
pemerintahan daerah gkang Pemerintahan Daerah
kabupaten / kota Kabupaten / Kota (dokumen)
Pencelolaan Pusat Data Diskominfotik - | Jumlah Pusat Data
1I.1.2.2 e Jalan Rusa No. | Pemerintahan Daerah yang 1 Unit
Pemerintah Daerah 17 . . 5.500.000
Sengkang Dikelola (unit)
Pengembangan apl{ka.s1 Diskominfotik - Jl_lm}ah Aplikasi dan. Proses
L1.2.3 dan proses bisnis Jalan Rusa No Bisnis Pemerintahan 1 Unit
e pemerintahan berbasis 17 Sengkan " | Berbasis Elektronik yang 11.000.000
elektronik g g Dikembangkan (unit)
III Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 44.000.000
Program
Penyelenggaraan g
b q Cakupan ketersediaan data o
ki || Giziepal s GHeuel L statistik sektoral (%) Hu 44.000.000
Lingkup Daerah
Kabupaten / Kota
Persentase Organisasi
Penyelenggaraan statistik | Diskominfotik - Perangkat Daerah (OFD) yang
7. menggunakan data statistik "
Ir.1.1 sektoral di lingkup daerah | Jalan Rusa No. 100%
dalam menyusun 44.000.000
kabupaten / kota 17 Sengkang
perencanaan pembangunan
daerah (%)
K.oordm.am . dan Jumlah Dokumen Koordinasi
Sinkronisasi iskominfotik inkronisasi
Pengumpulan, le omlén oti . - gan | im rolnifaﬁ 2
ML1.1.1 Pengolahan, Analisis dan Jalan Rusa No. engumpuian, engoianan, | ngimen 11.000.000

Diseminasi Data Statistik
Sektoral

17 Sengkang

Analisis dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral (dokumen)

99-Il
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Rancangan Renja

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

L9-1l

No Program, Kegiatan dan Target Pagu Indikatif Program, Indikator Target Pagu Catai.;an
> > Lokasi Indikator Kinerja A Kegiatan dan | Lokasi .. A Indikatif Penting
Sub Kegiatan Capaian (Rp) 3 Kinerja Capaian
Sub Kegiatan (Rp)
(1) ) (3) “4) (5) (6) (7) 8 ) (10) (11) (12)
Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM yang Meningkat
SDM Pemerintah Daerah | Diskominfotik - | Kapasitasnya dalam
III.1.1.2 | dalam Peningkatan Mutu | Jalan Rusa No. | Peningkatan Mutu Statistik | 39 Orang 11.000.000
Statistik Daerah yang | 17 Sengkang Daerah yang Terintegrasi ’ ’
terintegrasi (orang)
Diskominfotik - | Jumlah Metadata Statistik
II1.1.1.3 Membangun metadata Jalan Rusa No. | Sektoral an Dihimpun !
159 | statistik sektoral : yang p Dokumen 11.000.000
17 Sengkang (dokumen)
Peningkatan kapasitas | Diskominfotik - ;;rrlr;lah PerangkatMeerlZZII;aak;
II1.1.1.4 | kelembagaan statistik | Jalan Rusa No. Pelatihan Statistik Sektoral 39 Orang 11.000.000
sektoral 17 Sengkang .
dari BPS (orang)
v Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 16.500.000
Program
V.1 Penyelenggaraan Tingkat keamanan 20.92%
: Persandian untuk informasi pemerintah (%) DTS 16.500.000
Pengamanan Informasi
Penyelenggaraan Cakupan pelaksanaan
persandian untuk | Diskominfotik - | penyelenggaraan persandian
Iv.1.1 pengamanan informasi | Jalan Rusa No. | untuk pengamanan informasi 60% 11.000.000
pemerintah daerah | 17 Sengkang pemerintah daerah ’ ’
kabupaten / kota kabupaten/ kota (%)
Pelaksanaan Analisis Jumlah Laporan Analisis
Kebutuhan dan . . .
Diskominfotik - | Kebutuhan dan Pengelolaan
Pengelolaan Sumber Daya
Iv.1.1.1 . | Jalan Rusa No. | Sumber Daya Keamanan | 1 Laporan
Keamanan Informasi . . 5.500.000
. 17 Sengkang Informasi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (laporan)
Kabupaten / Kota P P
Pelaksanaan Keamanan Jumlah Laporan Pelaksanaag
. . . . . Keamanan Informasi
Informasi Pemerintah | Diskominfotik - Pemerintahan Daerah
IvV.1.1.2 Daerah. Kabupaten'/ Kota | Jalan Rusa No. Kabupaten /Kota Berbasis 1 Laporan 5.500.000
Berbasis Elektronik dan | 17 Sengkang .
Elektronik dan Non

Non Elektronik

Elektronik (laporan)
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Rancangan Renja

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

No Program, Kegiatan dan Target Pagu Indikatif Rl Indikator Target ety Catai.:an
> > Lokasi Indikator Kinerja A Kegiatan dan | Lokasi .. A Indikatif Penting
Sub Kegiatan Capaian (Rp) 5 Kinerja Capaian
Sub Kegiatan (Rp)
(1) @) ) “) ) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
Persentase titik yang
Penetapan Pola Hubungan . . . dlamankan dlbandu}g GBI
L . Diskominfotik - | jumlah seluruh titik pada
Komunikasi Sandi Antar .
w.1.2 Jalan Rusa No. | pemerintah daerah 100%
Perangkat Daerah 17 Senak berd I Pola. Hub 5.500.000
[ engkang erdasarkan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi (PHKS)
yang ditetapkan (%)
Operas%ona! Jarmgar} Diskominfotik - Jumlah Perangkat Daerah 39
Iv.1.2.1 Komup1ka31 Sandi Jalan Rusa No. | 72" Terhu})ung dalam Perangkat
e Pemerintah Daerah " | Jaring Komunikasi Sandi 5.500.000
17 Sengkang Daerah

Kabupaten / Kota

(perangkat daerah)

Jumlah

3.122.123.783

89-II

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024
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RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA Goill
DISKOMINFOTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 & 1.

I11

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab tujuan, sasaran, program dan kegiatan ini, digambarkan mengenai
telaahan terhadap kebijakan nasional dan tujuan dan sasaran renja perangkat
daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025 senantiasa berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang memuat berbagai kebijakan nasional yang hendak
diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo. Dalam perencanaannya juga memuat
tujuan dan sasaran beserta indikator yang hendak dicapai pada tahun

perencanaar.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan antara perencanaan
nasional, perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan perencanaan
Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan secara komprehensif. Olehnya itu, diperlukan penelaahan
terhadap arah kebijakan pembangunan secara berjenjang. Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai fokus pada prioritas
nasional ke-3 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, pengembangan industri kreatif
serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran
koperasi dengan arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur,
sedangkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa
peningkatan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi berbasis
teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta
pengembangan inovasi. Khusus kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo pada
peningkatan sarana dan prasarana tekonologi informasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat

pada tabel berikut ini.
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Tabel 3.1.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No | Kebijakan Nasional/Provinsi/Kabupaten Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
A | Kebijakan Nasional
Prioritas Nasional 3 Rancangan Belum tersusun
Melanjutkan pengembangan infrastruktur ﬁwa}l Rencana Pera‘turan
. . erja Presiden
dan meningkatkan lapangan kerja yang Pemerintah tentan
berkualitas, kewirausahaan, pengembangan Tahun 2025 R 5 Keri
industri kreatif serta mengembangkan agro- ahun Pencal.'la}c h ca
maritim industri di sentra produksi melalui Temerm a
. ahun 2025
peran koperasi
Highlight Indikasi Intervensi Kebijakan yang
1. Penguatan ekosistem pengembangan terkait = Dinas
aplikasi dan gim Kominfotik .
2. Peningkatan cakupan layanan Kabupaten Wajo
infrastruktur konektivitas regional dan
penguatan konektivitas digital
3. Penuntasan dan peningkatan kualitas
infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi
Arah Kebijakan Melanjutkan
Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan
melalui:
1. Menyediakan layanan dan
pembangunan infrastruktur untuk
meningkatkan konektivitas orang,
barang dan informasi
2. Membangun infrastruktur digital dan
teknologi secara merata di
kabupaten/kota di Indonesia sehingga
tidak ada desa yang tidak terakses
internet atau internet sinyal lemah
3. Memperkuat konektivitas digital di
seluruh  wilayah  untuk  seluruh
kelompok masyarakat
B | Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan
1. Peningkatan kualitas data, informasi | Peraturan Kebijakan yang
dan keterbukaan informasi berbasis | Gubernur terkait Dinas
teknologi informasi yang didukung oleh | Sulawesi Kominfotik
keamanan informasi digital serta | Selatan Nomor | Kabupaten Wajo
pengembangan inovasi 13 tahun 2023
tentang
Rencana
Pembangunan
Daerah
Provinsi
Sulawesi
Selatan Tahun
2024-2026
C | Kebijakan Kabupaten Wajo
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No | Kebijakan Nasional/Provinsi/Kabupaten Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1. Peningkatan sarana dan prasarana | Peraturan Kebijakan yang
teknologi informasi Bupati  Wajo | terkait Dinas

Nomor 5 tahun | Kominfotik
2024 tentang | Kabupaten Wajo
Rencana
Pembangunan
Daerah Tahun
2025-2026

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kabupaten Wajo Tahun 2025 senantiasa berhubungan dengan Renstra Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 sebagai

pedomannya sehingga menjadi satu kesatuan.

Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
berbasis elektronik dengan indikator tujuan yaitu Indeks Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE). Sedangkan sasaran yang ditetapkan guna mencapai

tujuan yaitu:

1. Meningkatnya transformasi digital, dengan indikator sasaran yaitu
persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet.

2. Meningkatnya keamanan informasi, dengan indikator sasaran yaitu indeks
keamanan informasi.

3. Meningkatnya penyebarluasan informasi publik, dengan indikator sasaran
yaitu indeks keterbukaan informasi.

4. Meningkatnya pembangunan statistik sektoral, dengan indikator sasaran
yaitu indeks pembangunan statistik.

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, dengan
indikator sasaran yaitu Nilai/kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 beserta indikatornya dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025

q Indikator Target
e e SR Tujuan/Sasaran ST Tahun 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Indeks SPBE Indeks (2,52-2.62)

[m.m]
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. Indikator Target
A2 Lujuan SR Tujuan/Sasaran SETELD Tahun 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Persentase Persentase 100%

transformasi perangkat daerah

digital yang terhubung

jaringan internet

Meningkatnya Indeks Keamanan | Indeks (35,82-

keamanan Informasi (KAMI) 37,82)

informasi

Meningkatnya Indeks Indeks Cukup
Meningkatkan penyebar Keterbukaan Informatif
tata kelola | Juasan Informasi (60,31-
penyelenggaraan | informasi 62,31)
pemerintahan publik
berbasis Meningkatnya Indeks Indeks 1,48
elektronik pembangunan | Pembangunan

statistik Statistik

sektoral

Meningkatnya Nilai / Kategori | Nilai / (85,76-

akuntabilitas SAKIP perangkat | Kategori 87,76) /| A

kinerja dan | daerah

keuangan

perangkat

daerah

Sumber : Renstra Diskominfotik Tahun 2025-2026
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Pada bab rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah memuat berbagai
rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah terhadap pengampu
standar pelayanan minimal, tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2025
dam prakiraan maju tahun 2026

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025 senantiasa berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang memuat berbagai rencana
program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun untuk diselaraskan dengan

SPM sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan juga TBG/SDGs.

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM), yang mengatur ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal, dimana pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:
1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat; dan 6. Sosial.

Melihat pada ketentuan diatas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo melaksanakan kewenangan pada Urusan Pemerintahan Wajibn
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan/atau SPM yang ditetapkan oleh
pemerintah khususnya pada bidang: 1. Komunikasi dan Informatika; 2. Bidang
Statistik; dan 3. Bidang Persandian.

Olehnya itu, mengingat “tidak terdapat” rencana program, kegiatan dan sub
kegiatan perangkat daerah terhadap pencapaian standar pelayanan minimal yang

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

[ |
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Tabel 4.1.
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Terhadap Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

Indikator Capaian Kinerja dan Kerangka

Standar Program / Inc!lkafor Pendanaan Tahun 2025
Kegiatan / Kinerja
No Pelayanan S
Minimal Sub Program / Target Pagu Indikatif
(SPM) Kegiatan Kegiatan (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tidak Ada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait Pencapaian
Indikator Standar Pelayanan Minimal

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Terhadap TPB /
SDGs
Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir
Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025
yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya
menyangkut urusan komunikasi dan informatika yang meliputi 2 Program, 2
Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu:
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
a). Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
1) Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota.
a) Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah
dalam rangka penyelenggaraan SPBE.
Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dapat

dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.2.

Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Development Goals (SDGs) Tahun 2025

Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable

Indikator Indikator Capaian Kinerja dan Kerangka
Tujuan Program / Kinerja Pendanaan Tahun 2025
No Pembangunan Kegiatan / Sub Program /
Berk(t’el!;gutan Kegiatan Kegiatan Target Pagu Indikatif (Rp)
(1) ) (3) 4) (5) (6)
Program
Pengelolaan Persentase .
1 Informasi dan ?enyebar.luasan 80% 53.341.700,00
Komunikasi Publik | formasi (%)
Persentase
pelaksanaan
Pengelolaan peng elolqan
Informasi dan it ormast da
1 Tidak Ada | Komunikasi Publik | <OTwnikast 80% 53.341.700,00
Pemerintah Daerah | P ubllk. tah
Kabupaten / Kota ZZ’::;” a
kabupaten/ kota
(%)
Indikator
16.10.2.(a).
Tersedianya
Badan  Publik
dalam
menjalankan
kewajiban
sebagaimana
diatur dalam UU
No. 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
Indikator
16.10.2.(b).
Persentase
penyelesaian
sengketa
informasi publik
melalui mediasi Jumlah
dgn/. atalfl permohonan
i{li'lg(::;aSI non Informasi Publik
3 Pelayanan yang 12
Indikator informasi publik diselesaikan Permohonan 53.341.700,00
16.10.2.(c). sesuai
Jumlah . peraturan
kepgmlhkan perundangan
sertifikat
Pejabat
Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID) untuk
mengukur
kualitas  PPID
dalam
menjalankan
tugas dan
fungsi
sebagaimana
diatur dalam
peraturan
perundang-
undangan

informasi publik
melalui mediasi
dan/atau
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Indikator

Capaian Kinerja dan Kerangka

Tujuan Program / Im!lkafor Pendanaan Tahun 2025
3 Kinerja
No Pembangunan Kegiatan / Sub
Berkelaniut Kegiat Program / .
oS aljutas cglatan Kegiatan Target Pagu Indikatif (Rp)
(TPB)
(1) ) (3) “4) (5) (6)
ajudikasi  non
litigasi
Program Persentase
2 Pengelolaan optimalisasi 55% 1.334.000.700,00
Aplikasi pemanfaatan
Informatika teknologi (%)
Persentase
Pengelolaan e- | pelaksanaan
Government di | pengelolaan e-
2 Lingkup Pemerintah | government  di 55% 1.334.000.700,00
Daerah Kabupaten | lingkup
/ Kota pemerintah
daerah (%)
Indikator 5.b.1.
Proporsi
1 individu  yang
menguasai/me
miliki  telepon
genggam
Indikator 9.c.1.
Proporsi
2 | penduduk
terlayani mobile
broadband
Indikator 9.c.1.
(a). Proporsi
individu  yang
3 | menguasai/me
miliki  telepon
genggam
Indikator 9.c.1.
(b). Proporsi | Penyediaan  Akses %E;leqa}i{ ¢
LT gka
4 | individu  yang | Internet untuk Daerah yang
menggunakan | Perangkat  Daerah | o0 o0 oy | 39 Perangkat |y 55y 604 700,00
internet dalam1 rangka akses  internet Daerah ’ ’ ’ ’
Indikator penyelenggaraan ane disediakan
17.6.2.(b). SPBE zlethinaS
Tingkat
penetrasi akses
S | tetap pitalebar
(fixed
broadband) di
Perkotaan dan
di Pedesaan
Indikator
17.6.2.(c).
6 Proporsi
penduduk
terlayani mobile
broadband
Indikator
17.8.1. Proporsi
7 | individu  yang
menggunakan
internet
Jumlah 1.387.342.400,00
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025
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berpedoman pada hasil pemetaan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
:900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dalam dokumen perencanaan Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terdapat sebanyak 5 (lima)
Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan
dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 6.837.254.265,00 dan pagu
anggaran prakiraan maju Tahun 2026 sebesar Rp. 6.623.934.355,17, dengan
rincian sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 7
(tujuh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan meliputi:
1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan meliputi:
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) sub
kegiatan meliputi:
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
/ Triwulan / Semesteran SKPD
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan S (lima) sub
kegiatan meliputi:
a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

[ ]
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4)

5)

6)

7)

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapaat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

dengan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penataan Organisasi, dengan satu sub kegiatan meliputi:

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan satu kegiatan

dan 6 (enam) sub kegiatan meliputi:

1)

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) sub kegiatan meliputi:

a. Sub Kegiatan Relasi Media

b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi
Masyarakat

c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi
Publik

e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

[ |
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f.

Sub Kegiatan Penyusunan Konten

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan 2 (dua) kegiatan dan 13 (tiga

belas) sub kegiatan meliputi:

1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

2)

Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

dengan satu sub kegiatan meliputi:

a.

Sub Kegiatan Pengelolaan Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dengan 12 (dua belas) sub kegiatan meliputi:

a.
b.

o

o

7Q

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE

Sub Kegiatan Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda

Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten
atau Kota Cerdas

Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah
Daerah yang Terintegrasi

Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan
Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah
dalam rangka Penyelenggaraan SPBE

Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus
yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah
Daerah

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan

Dinas Kominfo

4. Program  Penyelenggaraan  Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota, dengan satu kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota, dengan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem
Statistik Nasional

Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

[mm ]
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d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan
Prinsip Satu Data Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan 2
(dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:
1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:
a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan
Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu sub kegiatan meliputi:
a. Sub Kegiatan Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Untuk lebih jelasnya mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dapat

dilihat pada tabel berikut ini.




Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Urusan / Prakira c ian Kineria dan K ka Pend. Kelompok Prakiraan Maju Rencana
Bidang Realisasi e apaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Tahun 2026
o Target ] q
Urusan Indikator n Capaian Capaian Perangkat
A N A Akhir N
Pemerintaha Kinerja ] Renja Target Daerah
No Kode Periode A
n Daerah dan Program / OPD Renja Priorit: Penanggung
. Renstra . . Sumb rioritas
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi T P Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi Der arget agu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @) (©] 4 (5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
I Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
1.1 Urusan Pemerintahan Tidak Terkait Pelayanan Dasar
L1 . Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2.978.403.100,00 3.388.297.572,17
Program . s
Pengelolaan Dl‘sko Percepatan Peningkatan Diskomi
1 0 Informasi Persentase minfo pembangunan | sarana dan afotik Diskominfot
penyebarluasan 80% 80% 998.800.000,00 | tik APBD infrastruktur prasarana 80% 1.818.297.572,17 . N
6 2 dan 5 575 ; Kab. ik Kab. Wajo
q N informasi (%) Kab. dasar dan | teknologi A
Komunikasi a P N a Wajo
A Wajo konektivitas informasi
Publik
Persentase
Pengelolaan pelaksanaan
Informasi dan | pengelolaan .
Kopipdasy et da DikI5 g:xleaziglnan ::?al;lgkatzr;n Diskominf
e 2@ BuLiy LT st 80% 80% 998.800.000,00 | ™Mot | appp | infrastruktur | prasarana otik Kab. 80% 1.818.297.572,17 | Diskominfoti
6 2 1 Pemerintah publik k Kab. . . k Kab. Wajo
. . dasar dan | teknologi Wajo
Dacals il e/ konektivitas informasi
Kabupaten / daerah
Kota kabupaten/ kota
(%)
Jumlah aktivitas
relasi media
kepada media
yang memenuhi
kriteria sebagai Disko Percepatan Peningkatan
1 0 2.0 1 berikut: 1. 12 12 minfot pembangunan sarana dan Diskomin 12 Diskominfoti
; Relasi Media terverifikasi Aktivita L 686.681.000,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Aktivita 139.500.000,00 Ny
6 2 1 4 Aktivitas R . k Kab. Wajo
dewan pers, dan s Kab. dasar dan teknologi Wajo s
2. terdaftar di Wajo konektivitas informasi
Dinas Kominfo,
dan 3. aktif
dalam kegiatan
relasi media
Jumlah
Kemltra'an . Komunlte'ls Disko Percepatan Peningkatan
Komunikasi Informasi yang X . .
1 o 2.0 1 dengan aktif 20 20 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 20 Diskominfoti
: . . L Komuni Komunit 21.332.100,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Komuni 30.000.000,00 N
6 2 1 5 Komunitas mendiseminasik R . k Kab. Wajo
. X N tas as Kab. dasar dan | teknologi Wajo tas
Informasi an informasi dan Wai Konektivit informasi
Masyarakat terdaftar di ajo onextivitas ormas
Dinas Kominfo
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Urusan / Prakira c jan Kineria dan K ka Pend. Kelompok Prakiraan Maju Rencana
Bidang Realisasi e apaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Tahun 2026
o Target ] q
Urusan Indikator n Capaian Capaian Perangkat
A N A Akhir N
Pemerintaha Kinerja ] Renja Target Daerah
No Kode Periode 5
n Daerah dan Program / OPD Renja Priorit: Penanggung
. Renstra . . Sumb rioritas
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi T P Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi Der arget agu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah
permohonan Disko Percepatan Peningkatan
1 o 2.0 1 Pelayanan Informasi Publik 12 12 minfot pembangunan sarana  dan Diskomin 12 Diskominfoti
; informasi yang Permoh Permoho 53.341.700,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Permoh 100.000.000,00 X
6 2 1 7 - - . R . k Kab. Wajo
publik diselesaikan onan nan Kab. dasar dan | teknologi Wajo onan
sesuai peraturan Wajo konektivitas informasi
perundangan
Jumlah
rekomendasi
Monitori komunikasi
onitoring terhadap isu Disko Percepatan Peningkatan
Informasi . N . .
- publik yang 1 1 minfot pembangunan sarana dan Diskomin 1 . . .
1 0 2.0 1 Kebijakan, . : . Diskominfoti
o berkembang dan Rekome Rekome 20.882.200,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Rekome 40.000.000,00 N
6 2 1 9 Opini, dan . . R . . k Kab. Wajo
L usulan agenda ndasi ndasi Kab. dasar dan teknologi Wajo ndasi
Aspirasi . : . . . .
. komunikasi Wajo konektivitas informasi
Publik S
prioritas
Pemerintah
Daerah
Jumlah  media
komunikasi
P p ubhk_ milik Disko Percepatan Peningkatan
engelolaan pemerintah : . .
1 0 2.0 2 Media daerah yang minfot pembangunan sarana dan Diskomin Diskominfoti
. . . . 1 Media 1 Media 150.376.100,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 1 Media 20.000.000,00 .
6 2 1 1 Komunikasi dikelola maupun . . k Kab. Wajo
. Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Publik pemanfaatan X L X .
; Wajo konektivitas informasi
media berbayar
sesuai
kriteria/juknis
Disko Percepatan Peningkatan
1 0 2.0 2 Penyusunan Jumlah Konten 1 1 minfot pembangunan sarana  dan Diskomin ! Diskominfoti
: yu . B Dokum Dokume 66.186.900,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 1.488.797.572,17 )
6 2 1 3 Konten Informasi Publik . . k Kab. Wajo
en n Kab. dasar dan | teknologi Wajo en
Wajo konektivitas informasi
Program Persentase Dl.s Lo LN Remilayg sl Diskomi
1 o Pengelolaan optimalisasi HLG e b smmEma g nfotik Diskominfot
& A 55% 55% 1.979.603.100,00 | tik APBD infrastruktur prasarana 55% 1.570.000.000,00 A n
6 3 Aplikasi pemanfaatan Kab d d knologi Kab. ik Kab. Wajo
Informatika teknologi (%) . asar an | teknologl Wajo
Wajo konektivitas informasi
e elolaan' Persentase
nama domain,
7 telah perangkat
Y ) daerah / event / . Percepatan Peningkatan
ditetapkan likasi Disko b d iskomi
1 0 20 oleh aplikasi yang P pembangunan sarana an DL'S ominf BT
g menggunakan 100% 100% 209.761.000,00 APBD infrastruktur prasarana otik Kab. 100% 185.000.000,00 3
6 3 1 pemerintah . k Kab. R . k Kab. Wajo
sub domain . dasar dan | teknologi Wajo
pusat dan sub g Wajo .. . .
. . | pemerintah konektivitas informasi
domain di
lingkup zaimh k
D abupaten / kota
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Urusan / Prakira Capaian Kinerja dan K ka Pend Kelompok Prakiraan Maju Rencana
Bidang - Realisasi e apaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Tahun 2026
o arget q 1
Urusan Indikator Capaian Capaian Perangkat
Akhir q
Pemerintaha Kinerja ] Renja Target Daerah
No Kode Periode A
n Daerah dan Program / R OPD Renja Sumb Prioritas Penanggung
Program / Kegiatan Ghm Tahun OPD Target Pagu Indikatif | | ST . Pagn Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi Der arget agu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
daerah
kabupaten /
kota
Pengelolaan
Domain dan | Jumlah
Sub Domain | Dokumen
Penyelenggar Pengelolaan Disko Percepatan Peningkatan
1 0 20 0 aan Nama  Domain 1 1 minfot pembangunan sarana dan Diskomin 1 Diskominfoti
: Pemerintah dan Sub Domain Dokum Dokume 209.761.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 185.000.000,00 .
6 3 1 4 X R . k Kab. Wajo
Daerah dan | Pemerintah en n Kab. dasar dan | teknologi Wajo en
Pengelolaan Daerah serta Wajo konektivitas informasi
Nama Domain Domain
Pemerintah Pemerintah Desa
Desa
Pengelolaan e- | Persentase
Governmentdi | pelaksanaan . Percepatan Peningkatan
Lingk lol Rk b dan | Diskomi
1 0 20 ingkup pengelolaan - —— pembangunan sarana an is ominf BT
Pemerintah government di 55% 55% 1.769.842.100,00 APBD infrastruktur prasarana otik Kab. 55% 1.385.000.000,00 .
6 & 2 o k Kab. R . k Kab. Wajo
Daerah lingkup Waio dasar dan | teknologi Wajo
Kabupaten / | pemerintah Y konektivitas informasi
Kota daerah (%)
Jumlah Aplikasi
SPBE . .
Koordinasi Pemerintah D{sko Percepatan Peningkatan ) )
1 0 2.0 1 Pemanfaatan Daerah yang 3 3 minfot pembangunan sarana  dan Diskomin 3 Diskominfoti
. s s 10.800.000,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. o 15.000.000,00 X
6 3 2 3 Pusat Data | sudah Aplikasi Aplikasi . . Aplikasi k Kab. Wajo
N - . Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Nasional ditempatkan di Wai .. N .
ajo konektivitas informasi
Pusat Data
Nasional
Fasilitasi Jun}lah lal:l)cl)rar{ Disko Percepatan Peningkatan
hasil fasilitasi : . .
1 o 2.0 1 Penyelenggar envelengearaan 1 1 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 1 Diskominfoti
: aan SPBE di | BoYeenes ) 19.310.400,00 | ik APBD | infrastruktur | prasarana fotik Kab. 15.000.000,00 ‘
6 3 2 5 : SPBE di | Laporan Laporan R . Laporan k Kab. Wajo
Lingkungan i Kab. dasar dan | teknologi Wajo
ingkungan 5 . . .
Pemda Wajo konektivitas informasi
Pemda
Jumlah data dan
Koordinasi mformlj S! YA | 95 pata 25 Data DI.SL;O Percepatan Peninglkatan iskomi 25 Data
1 0 2.0 1 Pengelolaan dipetakan dan dan minfot pembangunan sarana dan | Diskomin dan Diskominfoti
. berdasarkan 30.500.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 15.000.000,00 N
6 3 2 7 Data dan X Informa Informa R . Informa k Kab. Wajo
. Arsitektur SPBE . . Kab. dasar dan | teknologi Wajo .
Informasi . si si . .. . . si
pemerintah Wajo konektivitas informasi
daerah
. . Jumlah Disko Percepatan Peningkatan
Koordinasi Dokumen N . .
1 0 2.0 1 pelaksanaan Koordinasi ! ! minfot pembangunan sarana  dan | Diskomin ! Diskominfoti
. N Dokum Dokume 202.603.800,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 15.000.000,00 N
6 3 2 9 Manajemen pelaksanaan R . k Kab. Wajo
X en n Kab. dasar dan | teknologi Wajo en
SPBE Manajemen . . : .
SPBE Wajo konektivitas informasi
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Urusan / Prakira Capaian Kinerja dan K ka Pend Kelompok Prakiraan Maju Rencana
Bidang Target Realisasi e apaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Tahun 2026
Urusan Indikator Akl%ir Capaian Capaian Perangkat
No Kode Pemerintaha Kinerja Parie Renja Target Daerah
n Daerah dan Program / R OPD Renja Sumb Prioritas Penanggung
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi um) T " P Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) oHas G arge agu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 Daus Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pembanguna
:eng‘eiiﬁj/ ﬁfglf Jumlah aplikasi
n  Aplikasi | <husus - yang
Khusus yang gfna}nagtzﬁ Disko Percepatan Peningkatan
1 0 2.0 2 sesuai dikembangkan 2 2 minfot pembangunan sarana dan Diskomin 2 Diskominfoti
. dengan X > ; . ; . 24.500.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. : . 200.000.000,00 .
6 3 2 0 arsitektur sesuai arsitektur | Aplikasi Aplikasi Kab. dasar dan | teknologi Wajo Aplikasi k Kab. Wajo
dan Peta g;régeta rencana Wajo konektivitas informasi
Rencana .
SPBE pemerintah
Pemerintah daerah
Daerah
Jumlah Aplikasi
Peny elengga.r SPBE yang Disko Percepatan Peningkatan
aan Sistem | terhubung . . .
1 0 2.0 2 Penghubunga dengan  Sistem 2 2 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 2 Diskominfoti
‘ : . : . 10.500.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. : . 15.000.000,00 N
6 3 2 1 n Layanan | Penghubung Aplikasi Aplikasi Kab dasar dan | teknologi Waio Aplikasi k Kab. Wajo
Pemerintah Layanan Waj(; konektivitas informagsi !
Daerah Pemerintah
Daerah
Koordinasi Jumla}ll( t
dan Fasilitasi g::sﬁ a an. 39 39 Disko Percepatan Peningkatan 39
1 0 2.0 2 Penyelenggar mendapatkeu}jl ¢ Perangk Perangk minfot pembangunan sarana  dan Diskomin Perangk Diskominfoti
' aan e 15.120.800,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 15.000.000,00 .
6 3 2 3 sosialisasi at at R . at k Kab. Wajo
Kabupaten h D h Kab. dasar dan teknologi Wajo D h
atau Kota | Prosram Daeral acral Wajo konektivitas informasi acra
Cerdas Kabupaten/Kota
Cerdas
Jumlah Layanan
Pemda yang
memanfaatkan
Koordinasi Portal 'pelayanan
pemanfaatan gzrél:;lljntah Disko Percepatan Peningkatan
1 0 2.0 2 Portal terintegrasi 3 3 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 3 Diskominfoti
6 3 2 5 Pelayanan yaitu i’o tal Layana Layanan 17.648.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Layana 15.000.000,00 k Kab. Wajo
Pemerintah Pelayanan n Kab. dasar dan teknologi Wajo n :
Daerah yang Publ}ilk Portal Wajo konektivitas informasi
terintegrasi Admin’istrasi
Pemerintahan,
dan/atau Portal
Data Nasional
Fasilitasi Jumlah
penyelenggar Fasilitasi dalam Disko Percepatan Peningkatan
1 0 2.0 2 aan Audit TIK rangka 1 1 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 1 Diskominfoti
6 3 2 6 sesuai penyelenggaraan Dokum Dokume 11.648.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 15.000.000,00 k Kab. Wajo
kewenangan Audit TIK sesuai en n Kab. dasar dan | teknologi Wajo en :
Dinas ke Wajo konektivitas informasi
Kominfo ewenangan
Dinas Kominfo
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Urusan / Prakira c . Ki ia dan K ka Pend Kelompok Prakiraan Maju Rencana
Bidang Realisasi e apaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Tahun 2026
o Target ] q
Urusan Indikator n Capaian Capaian Perangkat
A N A Akhir N
Pemerintaha Kinerja ] Renja Target Daerah
No Kode Periode 5
n Daerah dan Program / OPD Renja Priorit: Penanggung
. Renstra . ) Sumb rioritas
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi o R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi Der arget agu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Implementasi Jumlah
Inovasi implementasi
Program Kota mpen Disko Percepatan Peningkatan
. Inovasi Program 3 . .
1 0 2.0 2 Cerdas sesuai Kota Cerdas 5 5 minfot pembangunan sarana dan Diskomin 5 Diskominfoti
. dengan . . . 80.650.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. . 50.000.000,00 3
6 3 2 7 M sesuai  dengan Inovasi Inovasi R . Inovasi k Kab. Wajo
asterplan Kab. dasar dan teknologi Wajo
Masterplan 5 L . .
Kabupaten Wajo konektivitas informasi
Kabupaten/Kota
atau Kota
Cerdas
Cerdas
Koordinasi Jumlah Aplikasi Dl.SkO Percepatan Peningkatan . .
1 0 2.0 2 pemanfaatan Umum yang 7 7 minfot pembangunan sarana  dan Diskomin 7 Diskominfoti
. . N . . . . 12.560.400,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. . . 15.000.000,00 .
6 3 2 9 Aplikasi telah Aplikasi Aplikasi R . Aplikasi k Kab. Wajo
. Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Umum SPBE dimanfaatkan 5 . . .
Wajo konektivitas informasi
Penyediaan
Akses Jumlah
Internet Perangkat Disko Percepatan Peningkatan
39 39 X . . 39
1 o 2.0 3 untuk Daerah yang Perangk Perangk minfot pembangunan sarana dan Diskomin Perangk Diskominfoti
Perangkat memanfaatkan 1.334.000.700,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 1.000.000.000,00 .
6 3 2 0 . at at R . at k Kab. Wajo
Daerah dalam akses internet Kab. dasar dan teknologi Wajo
Lo Daerah Daerah . . . . Daerah
rangka yang disediakan Wajo konektivitas informasi
penyelenggar oleh Dinas
aan SPBE
1'21' g Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 73.591.600,00 80.000.000,00
Program
Penyelenggar q q
aan Statistik | Cakupan zisxi‘z ;:xle)git;?nan szﬁiﬁgkatzl;n Diskomi
2 ¢ Sektoral  di | ketersediaan 100% 100% 100% 100% 73.591.600,00 | tik APBD | infrastruktur | prasarana nfotit 100% 80.000.000,00 | Diskominfot
o 2 Lingkup data  statistik Kab d 3 Kab. ik Kab. Wajo
o o asar dan | teknologi a
Daerah sektoral (%) Wai - . . Wajo
ajo konektivitas informasi
Kabupaten /
Kota
Persentase
Organisasi
Penyelenggar Perangkat
aan statistik | Daerah (OPD) Di Percepatan Peningkatan
. isko . .
2 0 20 gektoral di | yang minfos pembangunan sarana dan Dl§kommf Diskominfots
. lingkup menggunakan 100% 100% 100% 100% 73.591.600,00 APBD infrastruktur prasarana otik Kab. 100% 80.000.000,00 .
0 3 1 .. k Kab. . . k Kab. Wajo
daerah data statistik Waio dasar dan | teknologi Wajo
kabupaten / dalam menyusun Y konektivitas informasi
kota perencanaan
pembangunan
daerah (%)
Pengingkatan Jumlah pegawai Disko Percepatan Peningkatan
Kapasitas yang minfot pembangunan sarana dan | Diskomin . . .
3 g zio 2 Kelembagaan | mendapatkan o f’:’n o f’:’n 17.710.400,00 | ik APBD | infrastruktur | prasarana fotik Kab. Of’:n 20.000.000,00 Ellil;gm;f’f
Statistik pelatihan di g g Kab. dasar dan | teknologi Wajo g - va
Sektoral bidang statistik Wajo konektivitas informasi

GC0C NNHV.L OrVM NHLVdNIVI JLLOANIINOMSIA

VONHY JIHIV NVONVONVYA




Uusarl] Erakbs Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Eelomnok ErallasnpjaiRencana
Bidang Realisasi an Sasaran Tahun 2026
Urusan Indikator Targ'et Capaian Capaian Perangkat
A N A Akhir N
Pemerintaha Kinerja ] Renja Target Daerah
No Kode Periode 5
n Daerah dan Program / OPD Renja Priorit: Penanggung
. Renstra . ) Sumb rioritas
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi T P Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi Der arget agu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Persentase
Perangkat
Peningkatan Daerah yang
Peran menggunakan
Statistik data Statistik Disko Percepatan Peningkatan
2 0 2.0 0 Se?{tl(?rlal untuk minfot pembangunan sarana dan Diskomin Diskominfoti
0 3 1 8 terhada Perencanaan, 100% 100% 17.710.400,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 100% 20.000.000,00 Kk Kab. Waio
Sist P Monitoring, dan Kab. dasar dan teknologi Wajo : J
Si t?::ik Evaluasi Wajo konektivitas informasi
Nasional Pembangunan
dan/atau
Penyusunan
Kebijakan
Peningkatan Persentase Dl_sl;o Percepatan Peningkatan komi
2 0 2.0 0 Kualitas Data | kegiatan statistik minfot pembangunan sarana  dan | Diskomin Diskominfoti
1 s s 100% 100% 22.810.400,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 100% 20.000.000,00 :
0 3 1 9 Statistik sektoral yang R . k Kab. Wajo
Sektoral rilis tepat waktu Kab. dasar dan teknologi Wajo
Wajo konektivitas informasi
Penyelenggar
aan Statistik . . .
Sektoral yang Jumlah kegiatan Disko Percepatan Peningkatan
2 0 20 1 sesuai statistik sektoral 5 5 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 5 Diskominfoti
0 3 1 0 dengan yang telah Kegiata Kegiatan 15.360.400,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Kegiata 20.000.000,00 Kk Kab. Waio
Prings f Satu dilengkapi n g Kab. dasar dan teknologi Wajo n : J
Data P metadata Wajo konektivitas informasi
Indonesia
I':;l' 2'; Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 28.207.000,00 44.950.000,00
Program
Penyelenggar Tingkat Dl.sko Percepatan Peningkatan Diskomi
2| o 2as keamanan D PETEMGIED | SN GED || g Diskominfot
Persandian N N 20,92% 20,92% 28.207.000,00 | tik APBD infrastruktur prasarana 20,92% 44.950.000,00 . N
1 2 informasi 5 Kab. ik Kab. Wajo
untuk emerintah (%) Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Pengamanan P 4 Wajo konektivitas informasi v
Informasi
Cakupan
52;? gletdoay pelaksanaan
st penyelenggaraan
persandian .
untuk Disko . .
2 0 2.0 engamanan R minfoti it sy Diskominfoti
I 5 1 fn fo?m asi pengamanan 60% 60% 21.036.300,00 k Kab APBD otik Kab. 60% 30.000.000,00 k Kab. Wajo
Zemer;ilntah lprzrslre",;.?lstlah Wajo e
aeral
daerah
I;Zfaup aten’ / kabupaten/ kota
(%)
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Urusan / Prakira c jan Kineria dan K ka Pend. Kelompok Prakiraan Maju Rencana
Bidang Realisasi e apaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Tahun 2026
o Target ] q
Urusan Indikator n Capaian Capaian Perangkat
A N A Akhir N
Pemerintaha Kinerja ] Renja Target Daerah
No Kode Periode A
n Daerah dan Program / OPD Renja Priorit: Penanggung
. Renstra . ) Sumb rioritas
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi T P Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi Der arget agu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pelaksanaan
Analisis Jumlah Laporan
Kebutuhan Analisis
dan Kebutuhan - dan Disko Percepatan Peningkatan
Pengelolaan Pengelolaan minfot pembangunan sarana dan Diskomin
2| 0] 20| 0| Sumber Daya | Sumber  Daya 1 1 10.586.300,00 | ik APBD | infrastruktur | prasarana fotik Kab. 1 15.000.000,00 | Diskominfoti
1 2 1 2 Keamanan Keamanan Laporan Laporan . . Laporan k Kab. Wajo
X . Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Informasi Informasi Wai konektivit inf .
Pemerintah Pemerintah ajo onektivitas informasi
Daerah Daerah
Kabupaten / Kabupaten/Kota
Kota
Pelaksanaan Jumlah Laporan
Keamanan Pelaksanaan
Info@a51 Keamangn Disko Percepatan Peningkatan
Pemerintah Informasi minfot pembangunan sarana dan Diskomin
209 30| 9 | Racran Pemerintahan ! ! 10.450.000,00 | ik APBD | infrastruktur | prasarana fotik Kab. ! 15.000.000,00 | Diskominfoti
2 1 3 Kabupaten / Daerah Laporan Laporan R . Laporan k Kab. Wajo
A Kab. dasar dan teknologi Wajo
Kota Berbasis Kabupaten/Kota Wai Konektivita. informasi
Elektronik Berbasis Jo one S ° S
dan Non Elektronik  dan
Elektronik Non Elektronik
Persentase titik
yang diamankan
Penetapan dibanding
Pola dengan  jumlah
Hubungan seluruh titik pada 5 Percepatan Peningkatan
4 5 A Disko A n
2 0 20 KomulmkaSl pemerintah minfos pembangunan sarana dan Dz§komznf Diskominfots
' Sandi Antar daerah 100% 100% 100% 100% 7.170.700,00 APBD infrastruktur prasarana otik Kab. 100% 14.950.000,00 5
1 2 2 k Kab. . . k Kab. Wajo
Perangkat berdasarkan Waio dasar dan teknologi Wajo
Daerah Pola Hubungan Y konektivitas informasi
Kabupaten / | Komunikasi
Kota Sandi (PHKS)
yang ditetapkan
(%)
Sreraere | gumtan
Komunikasi Perangkat 39 39 39 Dl.Sk() Percepatan Peningkatan ) ) 39
2 0 2.0 0 Sandi Daerah yang Perangk 39 Perangk Perangk minfot pembangunan sarana  dan Diskomin Perangk Diskominfoti
' . Terhubung Perangkat 7.170.700,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 14.950.000,00 X
1 2 2 1 Pemerintah . at at at R . at k Kab. Wajo
dalam Jaring Daerah Kab. dasar dan teknologi Wajo
Daerah . . Daerah Daerah Daerah . - . . Daerah
Komunikasi Wajo konektivitas informasi
Kabupaten / .
Sandi
Kota
I:' Urusan Pemerintahan Bidang Non Urusan 3.757.052.565,00 3.110.686.783,00
Program
genunjang Rata-rata Di.sko Diskomi q q
x o UoiEan realisasi kinerja kit nfotik Ko Sies
Pemerintaha 97,78% 97,78% 3.757.052.565,00 tik APBD 97,78% 3.110.686.783,00 ik Kab.
X 1 program dan Kab.
n Daerah kegiatan (%) Kab. Wajo Wajo
Kabupaten / € 4 Wajo
Kota
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Urusan / Prakira Capaian Kinerja dan K ka Pend Kelompok Prakiraan Maju Rencana
Bidang - Realisasi e apaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Tahun 2026
o arget q 1
Urusan Indikator Akhir Capaian Capaian Perangkat
Pemerintaha Kinerja ] Renja Target Daerah
No Kode Periode
n Daerah dan Program / R OPD Renja Sumb Prioritas Penanggung
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi um| T P Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi | er arget aguiindikatif(Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @ @ ) ©) (6) ) ® © o | ay (12) (13) (14 (15) (16) (17)
Perencanaan, Persentase
Penganggara penyusunan Disko
o | 20 0 el ClalHEReR minfoti Dl Sl Diskominfoti
’ Evaluasi perencanaan, 100% 100% 100% 100% 31.400.000,00 APBD otik Kab. 100% 16.625.000,00 ]
1 1 S k Kab. ; k Kab. Wajo
Kinerja penganggaran Wai Wajo
. ajo
Perangkat dan evaluasi
Daerah tepat waktu (%)
Penyusunan Jumlah Disko Percepatan Peningkatan
o 2.0 0 Dokumen dokumen 1 1 1 1 minfot pembangunan sarana  dan Diskomin 1 Diskominfoti
; Perencanaan perencanaan Dokum Dokume Dokume 13.000.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 3.125.000,00 X
1 1 1 Dokumen R . k Kab. Wajo
Perangkat perangkat en n n Kab. dasar dan | teknologi Wajo en
Daerah daerah Wajo konektivitas informasi
Jumlah
Koordinasi dokumen  RKA- Disko Percepatan Peningkatan
SKPD dan . . .
o 2.0 0 dan laporan hasil 1 1 1 1 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 1 Diskominfoti
; Penyusunan X . Dokum Dokume Dokume 2.250.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 2.250.000,00 .
1 1 2 koordinasi Dokumen R . k Kab. Wajo
Dokumen en n n Kab. dasar dan | teknologi Wajo en
RKA - SKPD penyusunan Wajo konektivitas informasi
dokumen RKA-
SKPD
Jumlah
dokumen
Koordinasi perubahan RKA- Disko Percepatan Peningkatan
dan SKPD dan N . .
0 2.0 0 Penyusunan laporan hasil ! 1 ! ! minfot pembangunan sarana  dan | Diskomin ! Diskominfoti
; X . Dokum Dokume Dokume 2.250.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 2.250.000,00 X
1 1 3 Dokumen koordinasi Dokumen R . k Kab. Wajo
en n n Kab. dasar dan | teknologi Wajo en
Perubahan penyusunan d Wai konektivit inf .
RKA - SKPD okumen ajo onektivitas informasi
perubahan RKA-
SKPD
Jumlah
Koordinasi dokumen  DPA- Disko Percepatan Peningkatan
SKPD dan N . .
0 2.0 0 dan laporan hasil 1 1 1 1 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 1 Diskominfoti
; Penyusunan R Dokum Dokume Dokume 2.250.000,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 2.250.000,00 .
1 1 4 koordinasi Dokumen R . k Kab. Wajo
Dokumen enyusunan en n n Kab. dasar dan | teknologi Wajo en
DPA - SKPD peny Wajo konektivitas informasi
dokumen DPA-
SKPD
Jumlah
dokumen
Koordinasi perubahan DPA- Disko Percepatan Peningkatan
dan SKPD dan . . .
o 2.0 0 Penyusunan laporan hasil 1 1 1 1 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 1 Diskominfoti
; o Dokum Dokume Dokume 2.250.000,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 2.250.000,00 Ny
1 1 5 Dokumen koordinasi Dokumen R . k Kab. Wajo
en n n Kab. dasar dan | teknologi Wajo en
Perubahan penyusunan Wajo konektivitas informasi
DPA - SKPD dokumen
perubahan DPA-
SKPD
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Urusan / Prakira q ineria d Kk d Kelompok Prakiraan Maju Rencana
Bidang Realisasi an Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Creorem Tahun 2026
o Target ] q
Urusan Indikator Akhir Capaian Capaian Perangkat
Pemerintaha Kinerja ] Renja Target Daerah
No Kode Periode
n Daerah dan Program / R OPD Renja Sumb Prioritas Penanggung
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi um) T P Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi Der arget agu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah Laporan
. . Capaian Kinerja
Koordinasi dan Ikhtisar
dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD d ajn Disko Percepatan Peningkatan
o 2.0 0 Laporan Laporan Hasil 1 1 1 minfot pembangunan sarana dan Diskomin 1 Diskominfoti
: Capaian pore . 1 Laporan 3.100.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 2.250.000,00 N
1 1 6 Kiner: Koordinasi Laporan Laporan Laporan R . Laporan k Kab. Wajo
nerja dan Kab. dasar dan teknologi Wajo
L Penyusunan 5 .. . .
Ikhtisar . Wajo konektivitas informasi
comad Laporan Capaian
Realisasi Kinerja dan
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Jumlah Laporan D{sko Percepatan Peningkatan ) )
0 | 20 | 0 | Kinerja Evaluasi Kinerja 1 1 1 minfot pembangunan | sarana dan | Diskomin 1 Diskominfoti
1 Laporan 6.300.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 2.250.000,00 X
1 1 7 Perangkat perangkat Laporan Laporan Laporan . . Laporan k Kab. Wajo
Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Daerah Daerah N . . .
Wajo konektivitas informasi
Persentase
Administrasi terlqksananya Disko Percepatan Peningkatan ) )
0 2.0 Keuangan liz IR minfoti pembangunan SO @k Dz§kommf Diskominfoti
. administrasi 100% 100% 100% 100% 2.923.354.265,00 APBD infrastruktur prasarana otik Kab. 100% 2.595.723.783,00 .
1 2 Perangkat k Kab. A 5 k Kab. Wajo
keuangan X dasar dan | teknologi Wajo
Daerah Wajo - " q
perangkat konektivitas informasi
daerah
Penyediaan Jumlah  Orang 26 26 26 D{Slio Perc;:)patan Penmgkate(\in Diskomi 26
0 2.0 0 Gaji dan | yang Menerima 26 Orang mun ot pembangunan sarana an 18 Komin Diskominfoti
. - Orang / Orang / Orang / 2.918.204.265,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Orang / 2.589.723.783,00 .
1 2 1 Tunjangan Gaji dan / Bulan R . k Kab. Wajo
. Bulan Bulan Bulan Kab. dasar dan | teknologi Wajo Bulan
ASN tunjangan ASN . - . .
Wajo konektivitas informasi
Jumlah Laporan
Koordinasi Keuangan Akhir
dan Tahun SKPD Disko Percepatan Peningkatan
Penyusunan dan Laporan minfot pembangunan sarana dan Diskomin . . .
0 2.0 0 Laporan Hasil Koordinasi 1 1 Laporan 1 1 2.500.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 1 3.000.000,00 DISkommfPtl
1 2 5 Laporan Laporan Laporan . . Laporan k Kab. Wajo
Keuangan Penyusunan Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Akhir Tahun | Laporan Wajo konektivitas informasi
SKPD Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi Keuangan
dan Bulanan /
Penyusunan Triwulanan / Disko Percepatan Peningkatan
Laporan Semesteran minfot pembangunan sarana dan | Diskomin . . .
(1) Zéo g Keuangan SKPD dan La (l)ran 1 Laporan La éran La (l)ran 2.650.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. La zl)ran 3.000.000,00 Ellil;gm‘;laf?;l
Bulanan / Laporan P P P Kab. dasar dan | teknologi Wajo P - v
Triwulan / Koordinasi Wajo konektivitas informasi
Semesteran Penyusunan
SKPD Laporan
Keuangan
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Urusan / Prakira Capaian Kinerja dan K ka Pend Kelompok Prakiraan Maju Rencana
Bidang - Realisasi e apaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Tahun 2026
o arget q 1
Urusan Indikator n Capaian Capaian Perangkat
Akhir a
Pemerintaha Kinerja ] Renja Target Daerah
No Kode Periode A
n Daerah dan Program / R OPD Renja Sumb Prioritas Penanggung
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi um| T P Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi | er arget aguiindikatif(Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Bulanan /
Triwulanan /
Semesteran
SKPD
LS Percepatan Peningkatan
Administrasi terlaksananya Disko bp g d Diskomi
0 2.0 Umum kegiatan minfoti pembangunan sarana an L o Diskominfoti
. e . 100% 100% 100% 100% 217.924.500,00 APBD infrastruktur prasarana otik Kab. 100% 140.413.000,00 .
1 6 Perangkat administrasi k Kab. R . k Kab. Wajo
X dasar dan | teknologi Wajo
Daerah umum perangkat Wajo .. . .
konektivitas informasi
daerah
Penyediaan Jumlah Paket
komponen Komponen Disko Percepatan Peningkatan
0 2.0 0 instalasi Instalasi minfot pembangunan sarana dan Diskomin Diskominfoti
i listrik / Listrik/Penerang 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 5.000.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 2 Paket 5.700.000,00 X
1 6 1 . . k Kab. Wajo
penerangan an Bangunan Kab. dasar dan teknologi Wajo
bangunan Kantor yang Wajo konektivitas informasi
kantor Disediakan
Jumlah Paket Disko Percepatan Peningkatan
0 2.0 0 Penyediaan Peralatan dan minfot pembangunan sarana dan Diskomin Diskominfoti
~ peralatan Perlengkapan 6 Paket 1 Paket 3 Paket 6 Paket 7.500.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 6 Paket 5.700.000,00 iskominiott
1 6 2 R . k Kab. Wajo
rumah tangga Kantor yang Kab. dasar dan teknologi Wajo
Disediakan Wajo konektivitas informasi
Penvediaan Jumlah Paket Disko Percepatan Peningkatan
Y Barang Cetakan minfot pembangunan sarana dan Diskomin . . .
0 2.0 0 Barang 12 . : s 12 Diskominfoti
dan 1 Paket 6 Paket 12 Paket 40.000.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 27.500.000,00 N
1 6 5 Cetakan dan P d Paket Kab d d knologi Was Paket k Kab. Wajo
Penggandaan enggandaan ab. asar ~ dan | teknologi ajo
yang Disediakan Wajo konektivitas informasi
Zzgy elenéj;;t Jumlah Laporan Disko Percepatan Peningkatan
. Penyelenggaraan minfot pembangunan sarana dan | Diskomin . . .
0 2.0 0 Koordinasi Rapat Koordinasi 20 1 Laporan 20 20 165.424.500,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 20 101.513.000,00 DISkommﬁ?tl
1 6 9 dan . | Laporan Laporan Laporan R . Laporan k Kab. Wajo
. dan Konsultasi Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Konsultasi X .. . .
SKPD Wajo konektivitas informasi
SKPD
Persentase
Pengadaan :fgl?(f;;nany @
Barang Milik e?l adaan Disko Percepatan Peningkatan
0 20 Daerah iargn milik minfos pembangunan sarana dan | Diskominf Diskominfots
g Penunjang g 100% 100% 100% 100% 151.500.000,00 APBD infrastruktur prasarana otik Kab. 100% 15.950.000,00 .
1 7 daerah k Kab. . . k Kab. Wajo
Urusan enunian Waio dasar dan | teknologi Wajo
Pemerintah P vang Y konektivitas informasi
Daerah urusan
pemerintah
daerah
Disko Percepatan Peningkatan
Jumlah paket minfot pembangunan sarana dan Diskomin . . .
0] 20| 0 | Pengadaan meubel  yang | 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 22.000.000,00 | ik APBD | infrastruktur | prasarana fotik Kab. | 1 Unit 2.950.000,00 | Diskominfoti
1 7 5 meubel YT R . k Kab. Wajo
disediakan Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Wajo konektivitas informasi
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Uusarl] isasi Erakbs Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan gelompok ExaEiasanjMaj R Rcena
Bidang . Target Rea11§asl an P J g Sasaran Tahun 2026
Urusan Indikator Akhir Capaian Capaian Perangkat
Pemerintaha Kinerja 3 Renja Target Daerah
No Kode Periode A
n Daerah dan Program / R OPD Renja Sumb Prioritas Penanggung
Program / Kegiatan OPD Tahun OPD Target Pagu Indikatif Lokasi um) T P Indikatif (R Jawab
Kegiatan / 2023 Tahun 2025 (Rp) okasi Der arget agu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 ana Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pengadaan Jumlah Unit Dl'sko Percepatan Peningkatan ) )
0 2.0 0 Peralatan dan | Peralatan dan minfot pembangunan sarana  dan | Diskomin Diskominfoti
: . . . 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 129.500.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 3 Unit 13.000.000,00 X
1 7 6 Me_sm Mesin . La_mnya Kab. dasar dan teknologi Wajo k Kab. Wajo
Lainnya yang Disediakan Wajo konektivitas informasi
Persentase
55;% e ;f;é?f;‘:lnany @ Disko Percepatan Peningkatan
0 2.0 Penunjang penyediaan jasa minfoti BT PR IR SoEe  GEm || DS Diskominfoti
. : 100% 100% 100% 100% 306.332.800,00 APBD infrastruktur prasarana otik Kab. 100% 281.225.000,00 .
1 8 Urusan penunjang k Kab. knologi 5 k Kab. Wajo
Pemerintahan urusan Wajo dlzcer dlem gelmeitet W
) konektivitas informasi
Daerah pemerintahan
daerah
Jumlah L Disko Percepatan Peningkatan
0 2.0 0 Penyediaan P\;;n :diaaip E;asg 12 12 12 12 minfot pembangunan sarana dan Diskomin 12 Diskominfoti
o Jasa Surat Y 40.000.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 30.000.000,00 )
1 8 1 Surat Menyurat Laporan Laporan Laporan Laporan . . Laporan k Kab. Wajo
Menyurat (L ) Kab. dasar dan teknologi Wajo
aporan, Wajo konektivitas informasi
. Jumlah Laporan . .
Penyediaan Penyediaan Jasa Dl_sko Percepatan Peningkatan ) )
o 2.0 0 Jasa Komunikasi 12 12 12 12 minfot pembangunan sarana dan Diskomin 12 Diskominfoti
‘ Komunikasi, Co 7.500.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 5.500.000,00 N
1 8 2 Sumber Daya Air | Laporan Laporan Laporan Laporan R . Laporan k Kab. Wajo
Sumber Daya dan Listrik van Kab. dasar dan | teknologi Wajo
Air dan Listrik Disediakan yang Wajo konektivitas informasi
Penyediaan Jumlah' Laporan Disko Percepatan Peningkatan
Jasa Penyediaan Jasa minfot pembangunan sarana dan Diskomin
0 | 20 1 0 | b olatan dan | Ler@latan  dan 12 12 12 12 23.500.000,00 | ik APBD | infrastruktur | prasarana fotik Kab. 12 20.000.000,00 | Diskominfoti
1 8 3 Perlengkapan Laporan Laporan Laporan Laporan . . Laporan k Kab. Wajo
Perlengkapan Kantor an, Kab. dasar dan teknologi Wajo
Kantor Disediakan yang Wajo konektivitas informasi
Penvediaan Jumlah Laporan Disko Percepatan Peningkatan
0 2.0 0 Jas;/ Penyediaan Jasa 12 12 12 12 minfot pembangunan sarana dan | Diskomin 12 Diskominfoti
. Pelayanan 235.332.800,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 225.725.000,00 -
1 8 4 Pelayanan Laporan Laporan Laporan Laporan . . Laporan k Kab. Wajo
Umum Kantor Umum Kantor Kab. dasar dan teknologi Wajo
yang Disediakan Wajo konektivitas informasi
Persentase
Pemeliharaan fceerl(izak;t’z,lnany a
Barang Milik eg1 eliharaan Disko Percepatan Peningkatan
0 20 Daerah garan milik et pembangunan sarana dan Diskominf Bl
1 9 Penunjang daeraz 100% 100% 100% 100% 119.591.000,00 k Kab APBD infrastruktur prasarana otik Kab. 100% 55.050.000,00 k Kab. Waio
Urusan enunian Waio . dasar dan | teknologi Wajo - Y
Pemerintahan P vang Y konektivitas informasi
Daerah urusan
pemerintahan
daerah
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Uusarl] : Erakbs Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan gelompok ExaEiasanjMaj R Rcena
Bidang Target Realisasi an P J g Sasaran Tahun 2026
Urusan Indikator Akhir Capaian Capaian Perangkat
Pemerintaha Kinerja 3 Renja Target Daerah
No Kode Periode A
n Daerah dan Program / OPD Renja Syt Penanggung
Renstra Sumb Prioritas
Program / Kegiatan PD Tahun OPD Target Pagu Indikatif . : Jawab
Kegiatan / (o} 2023 Tahun 2025 (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif (Rp)
Sub Kegiatan 2024 Daus Nasional Daerah
(1) @) ©] 4 5 (6) (7) 8 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Penyediaan
jasa Jumlah
pemeliharaan Kendaraan
s biaya | Perorangan Disko Percepatan Peningkatan
0 20 0 pemeliharaan Dinas atau minfot pembangunan sarana  dan Diskomin Diskominfoti
3 I 5 L | dan  pajak | Kendaraan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 27.000.000,00 | ik APBD | infrastruktur prasarana fotik Kab. | 1 Unit 15.500.000,00 | RPN
kendaraan Dinas Jabatan Kab. dasar dan | teknologi Wajo e
perorangan yang Dipelihara Wajo konektivitas informasi
dinas atau | dan dibayarkan
kendaraan Pajaknya
dinas jabatan
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan Jumlah
Biaya Kendaraan
i:’emeliharaan Dinas Disko Percepatan Peningkatan
% o 2.0 0 Paiak dan Operasional atau minfot pembangunan sarana dan Diskomin Diskominfoti
X < 1 9 2 i’erizijnan Lapangan yang 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 9.591.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 3 Unit 9.550.000,00 Kk Kab. Waio
Kend Dipelihara  dan Kab. dasar dan | teknologi Wajo e
Di?a araan dibayarkan Wajo konektivitas informasi
S . Pajak dan
Operasional ..
Perizinannya
atau
Lapangan
Jumlah Disko Percepatan Peningkatan
% 0 2.0 0 Pemeliharaan Peralatan dan minfot pembangunan sarana dan | Diskomin Diskominfoti
X X 1 9 6 peralatan dan Mesin  Lainnya 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 33.000.000,00 ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. 1 Unit 20.000.000,00 Kk Kab. Waio
mesin lainnya ang Di elihar'z Kab. dasar dan | teknologi Wajo -
yang Dip Wajo konektivitas informasi
Pemeliharaan
é arraeéiaablh(tiaasé ‘}J(l;:tlglrh ng:ﬁ Disko Percepatan Peningkatan
X 0 2.0 1 rasarana Bangunan minfot pembangunan sarana  dan | Diskomin Diskominfoti
x : p ngw 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 | ik APBD | infrastruktur prasarana fotik Kab. 1 Unit 10.000.000,00 ¢
X 1 9 0 gedung Lainnya yang knologi . k Kab. Wajo
Kantor atau | Dipelihara / Kab. dasar dan | teknologi Wajo
bangunan Direhabilitasi Wajo konektivitas informasi
lainnya
Percepatan Peningkatan
% 0 21 Penataan Jumlah dokumen 1 1 1 1 pembangunan sarana dan | Diskomin 1
X X 1 3 Organisasi penataan Dokum Dokumen Dokume Dokume 6.950.000,00 APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 5.700.000,00
g organisasi en n n dasar dan | teknologi Wajo en
konektivitas informasi
Peningkatan ‘];l;[l?i’;?en Disko Percepatan Peningkatan
X 0 2.1 0 kinerji dan Peningkatan ! 1 1 1 minfot pembangunan sarana  dan Diskomin ! Diskominfoti
x ' . NI Dokum Dokume Dokume 6.950.000,00 | ik APBD infrastruktur prasarana fotik Kab. Dokum 5.700.000,00 N
b 1 3 3 reformasi Kinerja dan Dokumen b d d knologi . k Kab. Wajo
birokrasi Reformasi en n n Ka'4 asar  dan Fe nologi Wajo en
Birokras Wajo konektivitas informasi
Jumlah 6.837.254.265,00 6.623.934.355,17
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024
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BAB

V

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab kinerja penyelenggaraan perang daerah ini, digambarkan mengenai
indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja lainnya yang menjadi
kewenangan perangkat daerah.

Kinerja penyelenggaraan pada rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 memuat berbagai indikator
kinerja sesuai kewenangan yang dimiliki khususnya terkait bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik dan persandian. Begitupula dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta indikator kinerja

lainnya yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Tahun 2025 merupakan gambaran tentang ukuran pencapaian kinerja perangkat
daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya termuat dalam Rancangan Akhir Renstra
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026
baik terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan indikator tujuan
dan sasaran, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).
5.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Akhir
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun
2025-2026, yang memuat satu tujuan dan 5 (lima) sasaran.
Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel S5.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

. Indikator Target
AL i)t Sasaran Tujuan/Sasaran Satuan Tahun 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Indeks SPBE Indeks (2,52-2.62)

A2
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. Indikator Target
No Tujuan St Tujuan/Sasaran SaiEas Tahun 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Persentase Persentase 100%
transformasi perangkat
digital daerah yang
terhubung
jaringan internet
Meningkatnya Indeks Indeks (35,82-
keamanan Keamanan 37,82)
informasi Informasi (KAMI)
Meningkatkan Meningkatnya Indeks Indeks Cukup
tata kelola | penyebar Keterbukaan Informatif
penyelenggaraan | luasan Informasi (60,31-
pemerintahan informasi publik 62,31)
berbasis Meningkatnya Indeks Indeks 1,48
elektronik pembangunan Pembangunan
statistik Statistik
sektoral
Meningkatnya Nilai / Kategori | Nilai / (85,76-
akuntabilitas SAKIP perangkat | Kategori 87,76) /| A
kinerja dan | daerah
keuangan
perangkat
daerah

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

5.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dan Rancangan

Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

Tahun 2025-2026, bahwa data dan informasi yang menjadi kewenangan Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 terkait

Indikator Kinerja Kunci (IKK), meliputi:

1. Aspek Pelayanan Umum

Urusan Wajib Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar

Bidang :

1. Komunikasi dan Informatika dengan S (lima) buah IKK, yaitu:
1.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok
informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2. Statistik dengan 3 (tiga) buah IKK, yaitu:

Cakupan layanan telekomunikasi;
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon;
Proporsi rumah tangga dengan akses internet; dan

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi.

2.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;
2.2. Buku "kabupaten dalam angka"; dan
2.3. Buku "PDRB".

3. Persandian dengan 1 (satu) buah IKK, yaitu:

LA
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3.1. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan
sandi dalam komunikasi perangkat daerah.
Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 beserta
indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 5.2.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

Asumsi
Capaian 2024

(1) () (3) (4)
I | ASPEK PELAYANAN UMUM

Layanan Urusan Wajib Non Dasar
1. | Komunikasi dan Informatika

1.1. Cakupan pengembangan dan 100% 100%
pemberdayaan kelompok informasi
masyarakat di tingkat kecamatan

No Aspek / Fokus / Bidang Urusan Target 2025

1.2. Cakupan layanan telekomunikasi 0,79 0,8

1.3. Persentase penduduk yang 100% 100%
menggunakan HP/telepon

1.4. Proporsi rumah tangga dengan akses 0,481 0,581
internet

1.5. Proporsi rumah tangga yang memiliki 0,595 0,65

komputer pribadi
2. | Statistik

2.1. Tersedianya sistem data dan statistik Ada Ada
yang terintegrasi
2.2. Buku "kabupaten dalam angka" Ada Ada
2.3. Buku "PDRB" Ada Ada
3. | Persandian
3.1. Persentase perangkat daerah yang 100% 100%

telah menggunakan sandi dalam
komunikasi perangkat daerah

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal bagi OPD Pengampu SPM
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang menyebutkan bahwa SPM
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupkan
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal. Sehubungan dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo tidak termasuk dalam urusan pemerintahan wajib dimaksud,
sehingga tidak terdapat penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut.
Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

[-ee |
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Tabel 5.3.
Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah
Kabupaten Wajo

. . Asumsi Capaian Target
No | Indikator SPM Target Nasional 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5)

Tidak Terkait dengan SPM (bukan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar)

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

5.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo memiliki keterkaitan pada 5 Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

ini.
Tabel 5.4.
Penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Target Asumsi
Development Goals (SDGs) Nasional 5 Target
No Capaian 2025
Tujuan Target Indikator 2024
(1) ) (3) 4) (5) (6) (7)
2 | Tujuan S. | Target 5.b. | Indikator 5.b.1. | Tidak Ada 1,00 1,00
Mencapai Meningkatkan Proporsi individu Target
Kesetaraan penggunaan teknologi | yang
Gender dan | yang memampukan, | menguasai/memiliki
Memberdayakan khususnya teknologi | telepon genggam
Perempuan informasi dan
komunikasi untuk
meningkatkan
pemberdayaan
perempuan
3 | Tujuan 9. | Target 9.c. | Indikator 9.c.1. | Tidak Ada 0,79 0,80
Membangun meningkatkan akses | Proporsi penduduk Target
Infrastruktur terhadap teknologi | terlayani mobile
yang Tangguh, | informasi dan | broadband
Meningkatkan komunikasi, dan
ilndusm Inklusif | mengusahakan Indikator 9.c.1. (a). | Tidak Ada | 1,00 1,00
an penyediaan akses . N
Berkelanjutan universal dan terjangkau Proporsi individu Target
i) ) jang
serta Mendorong | internet di negara- yang . i
Inovasi negara kuran menguasai/memiliki
g g 1
berkembang pada tahun telepon genggam
2020 Indikator 9.c.1. (b). | Tidak Ada 0,48 0,58
Proporsi individu Target
yang
menggunakan
internet
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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Target .
Development Goals (SDGs) Nasional AS'I.'III.I.SI Target
No Capaian 2025
Tujuan Target Indikator 2024
4 | Tujuan 16. | Target 16.10. Menjamin | Indikator Tidak Ada | Tersedia | Tersedia
Menguatkan akses publik terhadap | 16.10.2.(a). Target (39 (39
Masyarakat yang | informasi dan | Tersedianya Badan Badan Badan
Inklusif dan | melindungi kebebasan | Publik dalam Publik) Publik)
Damai untuk | mendasar, sesuai dengan | menjalankan
Pembangunan peraturan nasional dan | kewajiban
Berkelanjutan, kesepakatan sebagaimana diatur
Menyediakan internasional dalam UU No. 14
Akses Keadilan Tahun 2008 tentang
untuk semua dan Keterbukaan
Membangun Informasi Publik
Kelembagaan Indikator Tidak Ada 0% 0%
yang Efektif, 16.10.2.(b). Target
Akuntabel, dan Persentase
Inklusif di Semua penyelesaian
Tingkatan sengketa informasi
publik melalui
mediasi dan/atau
ajudikasi non litigasi
Indikator Tidak Ada 0% 0%
16.10.2.(c). Jumlah Target
kepemilikan
sertifikat Pejabat
Pengelola Informasi
dan  Dokumentasi
(PPID) untuk
mengukur
kualitas PPID dalam
menjalankan tugas
dan fungsi
sebagaimana diatur
dalam peraturan
perundang-
undangan informasi
publik melalui
mediasi dan/atau
ajudikasi non litigasi
S | Tujuan 17. | Target 17.6. | Indikator 17.6.2.(b). | Tidak Ada 0,79 0,80
Menguatkan Meningkatkan Tingkat penetrasi Target
Sarana Kerjasama Utara- | akses tetap pitalebar
Pelaksanaan dan | Selatan, Selatan-Selatan | (fixed broadband) di
Merevitalisasi dan Kerjasama | Perkotaan dan di
Kemitraan Global | Triangular secara | Pedesaan
untuk regional dan
Pembangunan internasional terkait dan
Berkelanjutan akses terhadap ~sains, 4ot 17.6.2.(0). | Tidak Ada | 0,79 0,80
teknologi dan' MOVASL | proporsi penduduk Target
dan . meningkatkan terlayani mobile
berbagi pengetahuan broadband
berdasar  kesepakatan
timbal balik, termasuk
melalui koordinasi yang
lebih baik antara
mekanisme yang telah
ada, khususnya di
tingkat Perserikatan
Bangsa-Bangsa  (PBB),
dan melalui mekanisme
fasilitasi teknologi global
Target 17.8. | Indikator 17.8.1. | Tidak Ada 1,00 1,00
Mengoperasionalisasikan | Proporsi individu Target

bank
sains,

secara
teknologi
mekanisme

pembangunan kapasitas
teknologi dan inovasi
untuk negara kurang
berkembang pada tahun
2017 dan meningkatkan

penuh
dan

penggunaan teknologi
yang memampukan,
khususnya teknologi

yang menggunakan
internet
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No

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Target Asumsi
Development Goals (SDGs) Nasional Capai Target
apaian |, -c
Tujuan Target Indikator 2024
informasi dan
komunikasi

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024
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BAB

VI

PENUTUP

Pada bab penutup ini, digambarkan mengenai kaidah pelaksaan, catatan penting
dan rencana tindaklanjut Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025 hendaknya memperhatikan kaidah pelaksanaan
yang senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan
mengantisipasi perkembangan lingkungan. Dalam setiap tahapan penyusunan
Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo agar
menjalin koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo guna
penyempurnaannya dan wujud pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan secara transparan dan akuntabel.

6.1. Kaidah Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten

Wajo Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rancangan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun

2025-2026. Dokumen rancangan akhir Renja ini disusun dengan melibatkan

para pemangku kepentingan dan dalam pelaksanaanya ke depan perlu

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam menyusun Renja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dengan
membentuk tim penyusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan
dalam memberi usulan program dan kegiatan;

2. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Wajo Tahun 2025 berdasarkan pada Rancangan Akhir Renstra Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026
sesuai dengan tahun perencanaan yang nantinya ditetapkan;

3. Setiap pemangku kepentingan dalam Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo menjadikan Renstra Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 yang
ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja

perangkat daerah;

=
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4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta melaporkan
pengendalian dan evaluasi tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo; dan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
melakukan koordinasi secara berkesinambungan dalam setiap tahapan
penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Wajo Tahun 2025 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo mulai dari
penyampaian rancangan awal Renja, rancangan Renja, forum perangkat
daerah / lintas perangkat daerah, rancangan akhir dan penetapan Renja
baik dalam rangka verifikasi dan penyempurnaan dokumen perencanaan

tahunan dimaksud.

6.2. Catatan Penting

1.

Dalam hal terjadi perkembangan perubahan terhadap Renstra Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026
setelah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo sebelum ditetapkan,
agar melakukan penyesuaian sesuai tahapan penyusunan Renja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang
sedang berjalan; dan

Dalam hal terjadi perkembangan berbagai hal diluar kendali Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dan diperkirakan
dapat menghambat pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, agar melakukan koordinasi dengan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Wajo.

6.3. Rencana Tindak Lanjut Renja Perangkat Daerah

1.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun
2025 yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Bupati

Wajo tentang Penetapan Pagu Anggaran Perangkat Daerah dan

oo
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mempedomani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Wajo Tahun 2025;

Dalam hal proses pembahasan KUA-PPAS khususnya RKA Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dengan
DPRD Kabupaten Wajo pada pembahasan APBD Kabupaten Wajo Tahun
2025 apabila terdapat berbagai dinamika dalam pembahasan (terjadi
penambahan dan/atau pengurangan baik target maupun pagu anggaran),
agar melakukan penyusunan risalah rapat DPRD, berkoordinasi dengan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan menyusun penyesuaian perubahan
dimaksud;

RKA Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Tahun 2025 yang apabila dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada
angka 2 menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025;

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
menyusun laporan perkembangan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 secara berkala setiap
bulan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
sebagai wujud pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
tahunan; dan

Kinerja penyelenggaraan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama
(IKU) menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025
dan selanjutnya dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LkiJP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten

Wajo Tahun 2026.

Olehnya itu diharapkan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung

jawab dari semua pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk bekerja sesuai kewenangan

dengan perencanaan yang telah tertuang pada Renja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, RKA Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dan DPA Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang

nantinya diharapkan dapat berdampak secara langsung terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026.
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